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Menimbzng

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EZA

a.

JAKSA AGUNG REPUBLIK TNDNISETA,

Eabhwa untuk melzksanakan letentizan Pasal 21 avat (2)
Paraturan Pcmerin_tah Mornor 17 Tabman 2017 fentlaog
Sinkronisast  Proses  Ferencanasn  dan Pengangraran
Pembanpunan MNasicnal dan  untuk  mclakzanakan
lzetentuan Fasal 2 avat [2) auruf b Peraturan Preaider
Moo 72 Tahun 2017 tenang Rencana Kerja Pemerintah
Tahut 2018, perlu menyusun Eencana herja Kejaksaan
Republik [ndoresia tahen 23158;

bahwa FRencana Kerja Kejakszan ERepualik Indonesia
memuat arah kehijakan Kejaksaan Republik Indoncsia
selama- kurun  waktu satu rahun, yang merupaksn
komitmen  Kugjaksaan  Republik Indonesia untilk
memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan
pcmbangunan nasional yang berkesinambuangan:

baliwa penetapan Eencana Kega Kejaksaan Republil
lndonesia Takun 2018 dilaksanakarn pada tohun keempal
Pemermtahan  labinet  Kerja,  sehingga  dalam
nelaksanaannya perlu menyesualkan fdengan
keterscdraan alokasi anpgaran yang ielah diretapkan oleh

pemerinlbats;
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Lahwa bercasarkan peltimlrangan sebagaimana
dimaksud pada hurad a, bhusul b, dan buruf ¢ perhy
menetapkan Peratiran Jakss Agung tentans Rencats
Kure Kejaksaan Republik Indonesia Tabon 2013;

Undarg-Undang  Memer 1Y Tahun 2003 teatang
Keunangan MNegara [lembaran Negara Repablikx [ndencsia
Tahun 2003 Momor 47, Tambahan Lembaren MNegara
Repuablik Toslianesia Momor 4286);

Undanp-Undung Momer 1&  Tahun 2004 tentang
Kgjabsaan  Republik  indepesia (Lemnbaran Negam
Hepublils [ndones:a ‘I'ahun 2004 Nomor &, ‘lambohon
Le:nbaran Megara Republib Indoncsia Nomeor 4401];
Undang-Undang MNotar 25 Tai‘mn ZU04 entang Sistem
Perencanaar Pembangunan Vasional {Lembaran Hegara
Republik Indonesia Takw 2004 Nomer (04, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia NMomar 94217;

Undang-Undang Woraor 17 Tahuan 2007 tentang Eencana

Peonbangunan Jangka Panjang Masional Tahun 2003-
20025 [Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2007
Momor 33, Tambaben Lembaran MNegara Republk
Indenesia Nomor 4700, '

Undang-Undang Nomor 15 Tohun 2017 tenlang Angga-an
Penrlapaian dan Belanjn Negarz Tahun Anggaran 2013
{Lembaran Negara Republik [ndunesgia Tahun 2017 Mermoar
233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indeoncela
Momor ©138);

Peraturan Pomernlah Noemeor 20 Tabuan 2004 tnznta'nﬁ
Kencana Kerja Pemerintzh (Lembaran Nepara Repmblik
Indonesia Taloin 2004 Nomor 74, Tambahan Lemoaran
Megara Hepublik Indenesia Nomor 4403,

Peraturan Pemerintab Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuanpgan dan Kinerja Ilnstansi Pemerintab
(Lembaran Negara Repuhblil Iadeonesia Tahuaa 2006 Nomor
25, Tambshan Lembaran Negara Republik [ndones:a
Nytonte 461];

Peraturan Pemerintab Momor 39 Tahun 2006 lentang
Tatz Cura Pengendaban  dan Bvalaasi  Pelaksanaan
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Rencana  Pembangunan  [Lemimran  Megara  Hepublik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Megara BEepublik Indonesia Momer 4663);

Peraluran Pemerintaby Nomor 40 Tehun 2006 tentang
Tata Cara Pecyusunan Rencane Pemnbungunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Momor
47, Tmmbahan Lembaran Megara Republik  Indonesin
Momor 1664},

Peraiuran Pemeriniah Nomaor 900 Taknagyg 2000 tentang
Pemyusanan Rencana Kera dan Anggaras Kemenlerian
NegarafLembaga (Lembaran Negara Republik Indonzsia
Tahun 2010 Normor 152, Tambahan Lembarsn Mepara
Frepublik Indonesia Nomor 517 8];

Peraturan FPermerintah Nomer 1Y Takun M7 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan  Pengangpgaran
Permhangunan  MNaswonal [Lembaran Negara Reaublik
[ndonesia Tahun 2017 Momor 0%, Tombahan Lembaran
Mepara Republik [Ddonesia Nomoe GEOSG);

Peratuiran Presiden Nomor 3% Tabhun 200 tentarg
Orgarisasi tlan Tala Kena Kejaksaan Republilt Indones:a
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
23 Tahun 2016 teotang Porubahan atas Peraturan
Presiden Momor 38 Tahun 2017 rentang  Susunan
Crpanisas dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
[Ln:ml::-a.ran lepara Republik Indonesia Tabun 2019 Maor
=

Feraturatn Presiden MNomor 2 Tahun 2015 rtenlang
Fooeana  Pembangunan  Jangka  bencngah  Masionsal
Tahun 2015-2419 {Len:.bar;an Mogara Republils [ndenesia
Tahur 2013 Namor 7,

Peraturan  Fresiden Nomer 7Y Tehun 2017 entang
Rencoarna  Krerja .P"E:.'llE;l'ianh Tahun 20LE8 ([Lembran
I opara Reputlik Indunesia Tahun 2017 Nemor 184);
Peratusan Jaksa Apung Nomor PER-OO06/AJASOV 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerju Kejalksaan Repulbik
Indonesia [Beriia Mepara ﬁepub]ik ndonesia Tahun ZQIT
Mormar T06%);
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Pasal ]

Rencana Kera Kejaksaan Hepuhlik indonessa Taman
2018 adelah dgelkumen perencansen  pembangunan
Kejaksoon Reoubliz Indoncsia uniug periode 1 [saty)
tahun, yaitu mhun 2018 yanp dimuolai pada tanggal 1
Januari 2012 den beralhir pada tanggal 31 Uescmber
J01E,

Reacans Krerja Hejaksaan Bepublik Indonesia Taboon
2015, merupalean arah kebiaken Jalksa Agung RHepublik
Indonesia schegal pimpinan dan penanggung jawab
tertingar Kejalsaan Republik Indonesiz dalam mismimngan
dun  menpendalikan  pelaksanaan tgas dan Toingsd

Kujaksaan Hepublik indonesia.

trasal 2

Rencena  Kerja Hejaksaan Mepublik Indenesia Tabun

AN1H, terdir atas:

a. Buku T tentang Rencana Keorja Kejaksaan Hepubhle
Indonesia Tahun 2018, sebagalmana tercantum Jdalam
Latnniran [ yahg merapskan bagian tidal terpisah<an
dari Peraturzn Jaksa Agung ing; dan

b, Buley 11 tentang Matriks RBencana Kerja Tahunan (RKT)
Kejaksaan  Republic  Indonesia Tabun 2018,
schapaimana  tercanturn  dalam  [ampirac 11 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan
Jaxsn AZung ind.

Buku 1 sehagaimana dimaksid pada eyat (1} bhwruf a

meliputi:

a. Bab [ Pendahuluac, terdini aras:

1. latar wlalang;
2. bujuar; dan

3. sistemaobla;



b. Bal 11 Arah Kebjjakan Pemerintah i Bidung Hukum

dalam Pembengunan Nasional, 1erdiri atas:

1. tema:

2. strategl pembanginan; dan

3. prioritas pembanglnen npasional, program prioritas
dan kegialan prioritas pembanpunan nasional:

c. Bab M Arah Pembmagunan Kejaksaan Republile
Indoncsia Tahun 2078, terdiri atas:

1. tema pembangunar Kejaksaan Eepublit Indonesia
tahun 2018;

2. sasaran  pémbanpunsan Kejaksaan  Republik
(ndonesia tabun 2018

3. arah kebiajukan pernbanpunan Kelal:sonn Republik
Indoresza rabhun 2018: dar

4. rekependasi basil rapal kerja kejakszaan Republik
Indonesia lahun 2017;

d. Babk 1V Program Krerja dan Anpgaran  Kelaksaan
Hepubiilk [ndonesin Tahur 2078, yang memuat ¥
fdelapan) pregram, yaitu:

1. program dukungan manajeman dan pelaksanazsn
Lagas Leknis lainmye;
2. program  peningketan  sarana dan prosaranza

aparatur Hejaksaan Republik Indoncsia,

3. program pengawasan: dan peningkatan
almuntabilitas apararur  Kejaltzaon  Bepublik
Indonesia;

4. program pendidikan  dan  pelatiban ApararLr
¥ejalsnaan Repuhlik Indonesia;

5, program  penychdikan, pengamanan, pongealangan
perasalahan bukum di bdang iceolopl, pouitk,
ekcnomi,  sosial dan  budaya, bulum,  serla
pertahanan can keamanan;

6. orgram penanganan dan penyelesaian perkura
tlll'll:IEI.l;. pidana umum,

7. prugram penacgansc dan penyelesaan prrkara

Hodak pidana khusus, pelanggaran buk PERE



rmanusia yang berat dan perkara tindzsk piil:on
Zorups; dan
8. program penanganan dan  penyelesaian perkarn
perdatla dan tata usaha negara; dan
e, Bah WV Penuiup.

Pasal 3

Rencana Kerna Kejaksaan Republik lndonesia Tahun 2018
merupaxan pedoman bogi Pejabal Eselen 1, Pejalal Eselun 11

di licgkunpan Kejaksaan Agong, Hepala Wojaksaan Tingg,

Kepala Kcjalesaan Negeri dan Kepala Cabanp kcjaksaan MNeogor

serta Alase Tekois Keaksaon Republik Indonesia oads

Perwakilan Indonesia di luar neger, dalam:

A
b,

{1}

(2]

{2]

metaksanakan tugas dan fungsi masing-masing; dan

menyusin Rencana Kerja salatna 1 [sate) talun masing-
maging satuan lerja/hidang/unit kerja  scbhagdimana
tercantum dalam  formolis Rencana Kerja Tahunar
Kejnksnon Kepublik Indonesia  Tahun 2018 tercantam
dalam Lampiran [[ wung merapakan  bapian tlidak

terpiaahlkan dari Peratucan Jalksa Agane .

Fasal 4

- Pejabat sebagwimana dimakswl dalam Pasal 3 owa)lb

membuat  laporan  keuangan dan  kiness bulanan,

iriwulan dan tahunan slas pelaksanaan Rencana Kerja

Kejaksaan Republik Indunesia. '

Laporsn sebagaimana dimalsud pada ayat (1} berisi

uraian iectang keluaran kegiatan dan indikator kinerja

asing- masig Programt. _

Laporar:  schageimana dimaksud pada ayal  [1]

disampaixan kepada alasan lanpsung sccara bwarjenjang,

wHIiL

5 Kepala Cabang  HKejaksaan Negeri kepada Huepala
Kejaksaan Megerd;

b. Kepala Kejakxsaan Negeri kepada ¥Kepala Kejaksaan
Tirgel;



c. Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Apung melahs
Jaksa Agung Muda Pembinaan;
d. Arase Tekni= Kejakszan Republik lndoresin pada
Perwalilan 1lndonesia di loar neperi kepsds: Jakss
Agung Muda Pembinasn; '
e, Pejuhat Bselon {1 Jdi liogkungen Keaksaan Apung
hepaula Jaksa Apung Woda Bulany masing-masing; dan
[. paraJaksa Aguci Muda dan Kepala Badan Pendidikan
can Felatlhon kepada Jaksa Agang.
(4} Aklur perinde pelaporan adalah sebagai beriloct:
a. laporan bulanan adelah tanpgal teralchir darn sctiap
bulan;
b. laporan triwulan pertamia adalab canggal 31 Maret;
= lapﬁran triwulan kedua adalab tangag) 30 Juni;
fl. laporan triwulan ketiga adalah 30 September; dan
e. laporan iwulyan keempat adalah tanggal 31 Desember,
(5 Selain  laporan keuangan dan kincrja  scbagmimane
dimaksud pada ayat {1] dan ayat (3], kaporun harus
scgera disampaikan secars insidentil alws  perinintaan

pimpinan danfatan atasan langsung.

Fazal &
Jukua Apung Muda Bidang Pembinasn -Cg. kepala Rira
Perencansar. menyusupn  Laporan  Keuangan  dan Kinerja
Triwulanan dan Tahunan Jaksa Apiing Repubiik Indnnesa,
untuk dlisampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menten
MNegara Pergncanaarn Pernhangunan Mazionalfkeoala Badan
Perencanaan Pembangunan Nagional sesuai dengan keilentuan

ocralu=an perundans- uncangan.

Pasal &
Lapuran schagaitnrana dunaksug delam Pasal 1 ayat (1]
merupakan saiah 3aly bahan periimbanpan bagi wnalisis dan

evitlrasi usalan apgaaran aan berikotuya.



Pasal 7
Pemyusunan  japoran kiners berpednman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal &
Permturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal

dinndsngkan.

ARAT getiap orang  mengerahuinya,

pengundangan  Peraiuran  Jawss

Apung

ini

pcnempatannya dalam Berita Negara Republilc Indonesia.

chtetapkan di Jalarls
23 Januari 201%

pada taogeal

memerimtahkan

dénpan

@!ﬁs& AGUNG REPUBLIK INDINES(A, }¢

H. M. PRASETYO

ARSIP SURAT PADA SET §AMETN

Dl'..l]'.ldﬁnﬁ_l{ﬂ.[". di Jakarta Ma. | PEJABAT PARAF 'AHL‘&GAI._‘
pada tangpal 1. | Sax|ambin _l-{‘l-.-],_, Ld

. KAra Hukpm fq,-- n'& i

3. | ¥ebog gt fr}'ﬂ |
DIREKTUR JENDERAL 4. | Kasubbap v I.E.I 1.

£, Falksana ¢
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5 | Pengein T

KEMENTERIAN HUKUM [AN HAK ASASI MANUSIA
REPURBLIK INDONESIA,

WIDODDD EXATJAHJANA

-

EER.TA NEGARA REFUBLIE [NDONE3]A TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAM | :
PERATURANMN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESLA
NOMOR FER- D01 JA/JA/OT/3016

TENTANG

REMCAMA KERJA KEJAKSAAN REPUGLIK INDOWESLA
TAIILUN 201#

REENCANA HERJA KEJAHSAAN REPUEBLIK INDONESIA TAHUN 2018

BAE I

PENDAHULUAN

A. LATAR EELAKANG

Sesal amanat Undang-Uhndang (UU Mo, U7 /2003 tentang Keuangan
[Anpgaran Berbasis Kinerja/ABK) dan (U] Noo 25/2004 tentanpg Sistem
Perencanasn Pembangunan Masional {(3PFN] serta Peraturan Preziden
Repubbk [deonesia Momor 79 Tahun 2017 entang Hencana  Kerje
Petmerinptah (EKP) tahun 2015 maka kejakzaan Rl menyusun Rencana
Kerz Kejaxsaan ®I Tahun 2018 unluk melamutken pelassanasan Peraiurun
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-007 /A/JA/ OB/ 2016 Tentang
Peruhbahan atas Peraturan .Jaksa Agung Eepublik Indoncsia Nomor PEE-
DLOMALIA DG/ 201S Tentang Rencara Sorategis Kejaksaan Republik
[cdonesia Tahun 2013-201% [RENSTRA Kejaksaan Rl Tahun 22152019
vang mengacl kepada  (Perpres) Noo 2/2012 0 tenlang  Rencana
Pembanpuriar Jangka Menengah Nasional (BEPJMN) 2013-201%  vanog
reruat sasaran, arch kebijakan, dan strateg pembanpgunan. Penvusunsr
Rancana Merja Kejaksaan Rl Tahun 2018 merupaken upays menj@gs
kesinambtuigan pelaksanaan perencanaan kinercs dan anggaran yatg
terencana dan sistemetis vang dilaksanzkan pleh =seluruh satker di
lingkungan Kejakssan RI, dengano memenfaat<an berbagai sumber dava

vang terscdia secara optimal, elisien, efektif, transparan, dan skuntlabel



untuk mewjudlan  Vig Misi dalam strategt “pencapaiotn Tujuan den
Jasaran HKejeksman  Republik Indonesia sebagal pengimplementasian
dokumen REKP fahun 2018 denpan ema  “Memacua Investasi dan
Infrastruktur unink Perturntubhen dan Pemerataan®.

Penyusunsan Rencona Kerja Kejaksaan Rl tahun 2018 memakad
prinsip meney follow grogram menppunakan pendekatan Tematik, Holistik,
Integratif, dan Spasial dengsn penajaman substansi perencansen dan
pengatggaran yang terintcgrasi. Pendekstan tersebur dilalukan dalam
ranples mengupavakan integrasi substanad {halu-hilir/holistile), integrasi
spaslal (keterhkaitan kepiatan dalam suatu lokasi), pembagian kewenangan
(kerangka regulasi) aniar bidang pada Kejuksaan RI (Bidang Infel,
Petnbinaen, Tindak Pidana Umum, Tindak PFidana Khusus, Perdata dan
Tuta usaha Negara, Pengawasan dan Badan Diklat) untik tingkat Pusat/
Hejaksaan Apung RI, Kejaksaan Tingpl, Wejaksaan Newgerd dan Cabatisg
Rejuksazan Negerl {deerah) dan pembagian sumber pendansan {kerangka
pendanean,. |

Pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan RI tabun 2018 merapakan
amanat dar pelaksanaan REP/REKT tabun 2018 vekni ponganusutamaan
pembangunan berkelanputan, tatakelola pemerintaban yang bealf, gender,
dan anti nartkoba, kerangka kelembagaan dan regulas, sorta norma-notma

pembangunarn.

Dalam rangka meningkatkan cicktvitas pelaksanaan BEencana Ketje
Kejaksaan Rl tahun 2018 yang menggunakan prinsip moeney follows
pragriing perli  adanya sinkronisasi  perencansan  prnganggsran,
sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi
Proses Dercncanaan dan Penganggarant Pembengunan Masienal yang
ditnangkan dalam kerangka Perencenauan (Biro Persncanaan Kejalozaan
Agurp Rl ) dan Kerangka Fepulas [Biro Hukuim ]{éjaksaa_ﬂ Apung B yang
merupakan satu kcsatuan sebagai wujud pelaksanaan Deolumen REDR
tahun 2018 yang menjabarkan lebih rinei Prioritag Nasional (PN) ke dalam
program Prioritas (PP} dan Kegiatan Prieritas (KP). Penjabaran Prioritas
Musional dilakukan untuk menjags kesinambungan antara dekumen

AR S, MR i
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perencanaan  dan  penganggwtan, dalam  kerangka  perencanaan dan
pendanaan, kerangka regulasi serta  menjadi  upaya penpendalian
pencapaisn sasaran Prioritas Nasional melaha pelaksanaan  Susaran
Stratepis Jaksa Agung Rl, sasaran Program untuk tingkat eselon I, sasaran
Kegiatanfsub kegiatan untuk tingkat esclon II dan M maupun kemponen
dan sub komponennya.

Rencana Kerja Krjuksaan Republik Indonesia  Tahun 2018
merupakan penjaberan tehun keempai pelaksanaap Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Renceana Pembuangunan
Jangka Mencngah [RPJM) 2015-201% yang memoaat Sasaran, Ardh
Kcbijakan dan Stmtegi Pembangunat serta Rencana Strategis Kejaksaan
2015-2019. Penyusunan Rencana Here Kejaksaan ini merupalan upa}'a.
untuk menjaga kesinambungan pembangunan tgrencana dan sistematis
vang dilaksanakan oleh Kejaksaan Rl dalam pembangunan lerutama
bidang hukum.

Penyusunan Rencane Kerja Hejaksaan Rl ini, mengucu  pada
Hm‘maﬂa Kcrja Pemerintah 2018 yang metggunakan pendekatan holistik
tematik, integratif dan spasial serta kebjjakan anggaran belanfa
berdasarkan money follow program dengan cara hanya program ¥aag
benar-benar bermanfaat yang dialokasikan den bukan sekedar karena
tupss dan fungsi lementerian/Lembuga Yang bersangkutan. Hal im
mengisyaratkan buhwa pencapaian  program prioritas pembangunan
nagional memerlokan  adanya koordinasi dari seluruh pemangku
kepentingan, melalui  pengintegrasian  prioritus nasionalf program
prioritasfkegiaran  prioritas  yang dilaksunakan dengan  berbasis
kewilayahar-

Terkail dengan tugas dan fungsi Kejaksaan R, dalam Rencana Kerja
Kejaksaan Rl Tahun 2018 yang merupakan program  prioritas
berkelanjutan dari Rencana Kerju Kejaksan Rl tahun sekelumnya (tahun
anpgaran 2017) adalah penanganan perkara. tindak pidana, baik perkara
tindak piduna umum maupun perkara tindak pidana khusus, sehingpe
tugas dan fungsl  ind yong  harus mendapatican  prioritas  delamn

e CRRAGARTE T T $:5
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penganggarannya, Hul ini meropakan kebijakan Pemerintah mengingalt
keterhalusan pendapatan ncgara darl sektor pajak dan juga pendapatan
negara bukan pajak apabile dibandingkan dengan kewajiban pemerintah
untuk membiavei seluruh  belanja  Kementerian/Lembaga dan  Jupa
kewajiban pembeyaran hutang negara yang cukup tinggi, Olel karena ity
dalam Tahun Anggaran 2018, tidek semua tugas dan fungsi Kejakisaan
dibiayal secara merata.

Sebagaimana diamanatken dalam Undang-Undang Womar 25 Tahun
2004 tentang 3istein Perencanaan Pembangunan Measional [SPPN] dan.
Renczna Kerja Pomerintah Tabun 2017, maksa kepcana Kerja Kejaksgan
Tahun 2018 memuat program prioritas  Kejaksaan dan  keranghks
pendanaannya.

TUJUAR
Rencana Kerja Kefaksaan Tahun 2018 mempunyal nyjuan vl

1. Pedoman bag seluruh Pimpinan Zatker baik pusat maupun dasrah
(Jaksa Agung RI, Bsclon I, Ezeclon II, Eselon {1l dan Eseclen IV ) dalam
penyusunen Rencana Kegja Tahun 2018 sebagai  acuan dalam
melaksonakan tugas dan fungsinya agar seluruh keglatan depat
herjulan dengan  teracah, efektif, efisien dan  =akuntabel sebagai
perwujudan pelelsanaan program prioritas nasional.

2, Memberilkan gambaran yang jelas tentang keplatan vang akan
dilaksanalkan pada tahun 2018 baik keglatan yang bersilat prioritas
nagional maupun pooritas Hejaksaan secara profesional, pruporsional
dan alountabel.

3, Memberikan gambaran mengenal ketersedisan anggaran untule schap
progradn yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan prinsip
maney follow program yang di sinergikan pada kerangha perencandgn,
kerangka pendannan, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.

4 Pedoman dalam penyusunan Laperan Kinerja dan anggeran Tahunan
Tahun 2018,

EBARGT Tk A S0
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¢, SISTEMATIKA

Sistemartika penulisan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018 adalah
schagal berilaat .

BALRT

BAB II

BABIIL

BAH IV

BAB V

. PENDAHULUAN yang memuat Latar Belakeng, Tujuan dan

Sistematika,

ARAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH D1 BIDANG HUKUM DALAM
PEMBANGUNAN MASIONAL veng memuat téntang Tema den
Strateq Pefubangunan, Prioritus  Pemhangunan Naswonal,
Program Prioritas dan Kegiatan Priorites Pembangunan
MNasional.

- TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 2018 yanpg memusl tentang Tema
Pembangunan Kejakssan Tahun 2014, Sasaran Pembangunan
Kejaksaan Tabun 2018, ,'!u'ah_ Kebijalian F;::rnbangun:m
Kejaksaan Talun 2018 dan Rekomendasi Hasil Fapat Kerla
Kejaksazan Tahun 2017, '

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2018,
yanp memuat tentang sagaran dan arah kebijakan & (delapar)
program Kt:jak;':‘-aan RI yaitu Program Dukungan Manajernen
dati Pelaksanaan Tugas Tckniz Lainnya, Program Peningkatan
Sprana dan  Prasarena Aparatur  kKejaksaan, Frogram
Pengawasan dan  Peningkatan Almintabilitas  Aparatar
Kejaksasn, Program Penyelidikan{Pengamanan fPenpralangan
Permasalghan Hukum i Bidang Ideclosi, Politik, Elonomi,

. Sowin]l dan Budaya, tlukum, Perlahanan dan Keamanan,

Program Penanganan dan Penyelesalan Perkara Tindalk Pidana
Umum, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana HKhusus, Polangparan HAM yang Berat dan Perkara
Tindak Pidana Korupsi, Program Fenapganan dan Penyelesaian
Perkars Perdata dap Tata Usaha Megara, serta Progrm
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan.
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BAE I1

ARAH KEBLIAHAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM
DALAM PEMBANGLUNAN ASIONAL

FTEMA

Pada penyusuran RKF rahun 2013, secajaman dilaloalan terhadap
Privritas Nasional (PN] dan Program Prioritas [ PF yang acmula 23 Prioritas
Masional/ PN dan 88 Promam Privritas/PP pada REIP 2017 temad: 10
Prioeitas Nesional/PN dan 30 Program Prioritas/PP.Penajaman BN dan PP
merupaiean sebuah terbosan dalam upeys memperkuat REP tahan 2018,
dan menjad: kunci untux menginicerasikan Ietubangunan antar KyL dan
dserah (satker lainnva) dalam ranglea meningkatkan afektifitas pelaksanaan
RKP 208 yary menggunakan prinsip money follow program, ger'u adanya
sinkronisasi perencanaan penpdnggaran sebapaimana diamanatkan PP M.
1772017 tentang sinkronisasi proses Perencanaan dsn Penpunpgatan
Pembangunan Nusional, Dokumen REP tshun 2018 menjaberkan lebih
rinci PN kedalam PP dan Keglatan Priorilas/KP. Penjabaran PN dilakukan
untuk  menjaga  kesnambungar  antera dokumen  Perencanaan  dan

Pernganpgaran, serta menjadi upava penpgendalion pencapajas sasaran 1'IW.

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN) DAN NAWACITA

Fencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (EPJMM) Tahun
2015-2019 merupakan perjabaran dari Visi Misi Fresiden Jolo

Widodo-Jusul Kalia yanrg secara guris besar meliputi
VISl PEMBANGUNAN NASIOHAL 20915 - 2019

“Terwujudnya [ndonesia yang Serdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandasken Gotonye Boveng®,

Vial inl divujudkan melahei 7 (tujuh) MIST PEMBANGUNAN vail. ;




1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaularan
wilayaly, menopang kemandirlan ﬁk-:-nn-mi dengan mengamankan
gumbet deya tneritim dan mencerminkan keprbadian Indonesia
sebagai negara kepulauan,

2, Mewnjudkan masyarakat maju, berkésinambungan dan demaolratis
berlandaskat: negara hulmm

3. Mewujudizan politik luar negeri bebéas alktif dan memperlouat jati dird
scbapgal negara maritinm.

4, Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju
dan sejahtera.

5. Mewujudkan bunpsa yang berdaye saing.

&, hMewluudkan Indonesia menjadi negara maritim yang manditi, maa,
luat dan berlatndaskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyaraket yang berkepribadian dalam kebudayaun.

Viui Jdatt Misi Pembanpgunan Nusional Tabun 2015 - 2019 tersebut
diserrai dengan 9 {sembilan) Agenda Pombangunan (Nawacita) yeng
dijadikan sebagal dasar penyusunan Pricritas Nasional yaitu

1. Menghadirkan kembal negara untuk melindungl segenap bangsa
dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.

2, Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efeltif,
d&mnl{ra‘mﬁ dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan mcomperkoal daerali-
fdaeral1 dan desa dalam keranghka Nepata Kesatoan.

4. Memperkuat leehadiran negara dalam melalukan reformasi sistem
dan pencpekan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercayd.

5, Meningkatkan kualitas bicdup manusia dan masyarakat indenesia,

6. Meningkatkan produktivitas raloeat dan d=ya saing di pasar
Internasional. _

7. Mowijudken kemandisian ekonomi dengsn menggerakan sektor-
scktnr strategis chonomi damestik. |

8. Melalikan revolusi karakter bangsa.
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9, Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

2. TEMA PEMBANGUNAN

Rencana Kedja Pemerintah Tahun 2018 disusun dengan tema :
“pMemacu Investasi dan Infrastruktur ontuk Fertumbuhan dan
Paemerataan”. Tema ini merupakan tindak lanjut dan perampingan
dari Tema RKP tahun 2017 denpan maksud § twjuan untuk menjaga
kesinambunpan pembangunan delam Rencana Kerja Femcrintah
Tabhunn 2017 ke RKP tahun 2018, =ehinpga Prieritas Nasional /P,
Program l'rioritas/FP dan Kegiatan Prioritas/KP masih difokoskan
pada pembanpunan infrastrukrur.

B. STRATEGI PEMEANGUNAN

Strategi Pembanpnnan dalam RKP 2018 schagaimana diamanatkan
onstitusi yang menegaskan bahwa angparat Negara dan daerah acdatah
instrument untzk mencapal tujuan Nasional dan tujuan daerah.Untuk ilu
politik Perenicamaan dan anggaren harus dikendalikan oleh tajuan atan
manfaat vang akan dicupal [policy-driven] dan bularn dikendalikan cleh
ketersediagn angearan lagl (budget-dniven) atau karena tugas dan fungsl
organisasi [Tusi). Teknis dalam menginervitaskan antare  kerangka
perencanaan, kKerangla  penganggacan denpan l-u:rangl-:a' repulasi
dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicopai
dengan mengoptimalkusn seluruh sumber daya tpemerinteh dan swasta)
dan meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan keadilan. Dalam penyuEUnan
REP 20318, pendelatan perencanaan duen penganggaran yang .digljﬂﬂkﬁ]‘l
adalah tomatile, holistic, integrative, spasial, yaito dirumuskan dalam : (1}.
Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja, [2). Friceitas pembangunan
yang dibagi ke dalam 2 (tiga] dimensi pembangunan dun kendisi perlu dan
|3). Penekanan (fokuis) tahunan yang tercermin dalam tema pernbanglitlan.,
Norma Pembangunan Kabinet Kerja adalah
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. Pembanpunan bersifat tematik yakni tema toma yang menjadi prioritas

dalwnt suatu jangke waktu tortentu. Untuk RKP 2018 dilaksanaksn
pada 10 Pricritas Masional.

. Holistik vakni penjubaren dar program Presiden yang kemprchensif

mulad dari hoalu sampai hilic dalam suatn rangkaian kegiatan,

. Integratif vakni upaya kcterpaduan pelaksungaan perencanasn program

Presiden vang dilihat duad  peran  Hementerianflembaga/daerah
pemmangiu kepentingan lainnys Jan upaya keterpaduan dari herbagai

sumber pembiayaan.

. Spastal yakni kegiatan pembangunan  yang direncanakan Secara

fungsicnal lokasinya haras berkaitun satu dengan yung Jain dalam aatu
kesatuan wilayah dan keterkailan antar wilavah dengan memperhatikan
pada keterpaduan perencanaan dan penganggaran.

Penpendalian kerangha perencenasn, kerangka penpganggaran dan
kerangka kelembagaan serta keranpgka regulasi. |

Perkuatan perencanaan berbasis kcwila}'ahan..

. Perkuatan inlegrase sumber pendanaan. .

Pemerintah juga memiokuskan pada 3 Dimensi Pembangunarn yvattu :

1.

—~ T ST = —-_.-—‘_':__I" .H-r-_.:-:.. .':I.__- st :':_1:"
VRTINSO AT
| E——— R L

Ditnensi Pembangutan Manusia, yang dijabarkan dalam :

a. Revolysl Mental (Nawacita ke 8 & ©);

L. Pendidikan;

¢ Kesehatan;

d. Perumahan.

Dimensi Pernbangunan Sekoor Unggulan, vang dijabarkan dalain
a. Kedaulatan Pangan;

b. Kedaulztan Energi dan Ketenagalistrikan;

e, Kemaritiman dan Kelautan;

d. Pariwisuta dan Induseti (a, b, ¢, d meripakan Muawacita ke & & 7).

. Dimensi Pemerintahaa dan Kewilayahan, yang dijabarken dalam :

a. Antar Kelompok Pendapatan;
b. Antar Wilayan : {1). Desa ; (2). Pinggiran ; (3). luar jawa (4.

Hawasan Timar;

A R A
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(a dan b merupakan Nawacita ke 3).

Di samping itu Pemerintal juga menyampaikan Kondisi Porlu yaitu
1. Kepastian dan Penegakan IMukom (Newacita ke 4);

2, Kenmanan dan Kctertiban [Nawacita ke 1); |

3. Politik dan Deoickrasi (Nawacita ke 9);

4, Tata Kelala. dan Reformasi Birokrasi (Nuwactte ke 2.

. PRIDRITAS PEMBANGUNAN NASIONAL {PN), PROGRAM PRIORITAS
(PP} DAN KEGIATAN PRIORITAS (KP) FEMBANGUNAN RABIONAL

Untuk mendukung Prioritas Nasional Palilik, [Hukm, Pertahanan
dan Keamenan, Mrogram Prioritas difobneskean untulk menciptakan situasi
vang kondusif bagi pembangunan, melfalui :

Penpuatan Pertabianan,

2, Stebilitas Polilik dan Keamanan;
3. Kepatian Hukum dan;
4. Reformasi Dirnkras,

PROGRAM FRIORITAS KEPASTIAN HUKUM.

Program  Pripritaz  Kepastinn  Hukum  dimaksudkan  untu
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dilaksanakan melahu
lregiatan priovitas yaitu:

4, petegakan hukum yang berkuaiitas;
b. pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efeltif; dan
¢, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.

Pada TA 2018 terdapat 3 {tiga) kegiatan yang menjadi prioritas
pada Program l'rioritas Kepastinn Hulkum, dengan dasar pencfapan yang
terdin dar :

l. peningkulan kepercayaat publik terhadap pensgakan hulkoam;
2. ophmalisasi upaya pengurangan tindak pidana korpsi;

i bl -
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pencegabian dan pemberantasan tindak pidana korupsi, vang terkait

dengan tugas dan fangsi Kejelsaan dilalatkan untuk meneapal Sazaran

Lerupa :

a. Terlaksanakunnya konsclidasi upaya peoncegahan tindalk pidana
korupei;

b, Optimalisasi pengelolaan asct hasil tindak pidana korupsi.

3., PENGHORMATAN, PERLIDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS

RKEADILAN

Kegiatan Prioritas Penghermatan, Perlindungan dann Pemenuhan
Hal: Atas Keadilan, dilaksanakan uniuk mencapas Besaran Kegiatan
yaitu Terpenuhinya Akses Masyarakat terhadap Hak ataa Keadilan, yang
dilakukan untuk mencapal Sasaran herupa :
a. Terhangunnya Sistem Penunganan Kasus Kekerasan Terhedap
Vercmpuan dan Anak yang terpadu;

b. Terselenpgaranya pelaksanaan bantuan hukum secara upﬁmal.'

PROGRAM PRIORITAE REFORMASI BIROKRASI

Untuk Program Friotitas Reformasl Birokrasi, oada TA 2018

terdapat 4 (empat) keglatan yang menjadi pripritas, dengat dasar

penstapan yaita ;

L.

P
3.
4

f

Lo - - -
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Efisiensi tata laksana penvelenggaraan permerintabhan;

Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Perwijudan birokrasi yang efeleril dan eﬁsicﬁ;

Peninpkatan integritus dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Relormasi
Birokrasi , yaitu
i. Perluawun Implementasi E-Toverment yang terintegrasi, dempan

5asATATIL |
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Diterapkannya aplikasi e-gor berbagi paleai (e-Office, e-planning,
e-budgeting, epetformance, e-mandgement kepegawmian, e-
pengaduan) di K/LID;

Diiterapkanmya e-arsip di 142 K/L;

Terintegrasinys Jistem Moncyv-Next Generation onfme PRJ
depgan REMJA dan REA K/L serta Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan Anpgarun Negara [OM SPAN);

Diterapkannya pelayanan publik onfine di 500 Unit Pclayanan
Publik dan |

Diterapkanrya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

2. Pengualan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas

SO Pelayanan, dengan sasaraf ;

H.

Diterapkannya standar pelayanan publik di 300 unit pelayanan
pulbilik, _ |
Meningkatnva kapasitss aparatur pelayenan  publik pada
masing-masing unit pelayanan publik,

Terselekannya tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat;

. Beroperasinya maflp pelayanan publik yang terintegras.

3. Peninghatan Tata Kclola Pemerintahan dan Manajemen SDM

Aparatur, dengan sasaran :

.

L.

L.

rer

L G R RE T A

F] _'I_ [ - 1M
RIS A1)

Terlaksananys penataan kelembapaan LFNK dan LNS;
Terbentuknya Apen Perubahan RE di K/L/Pemda;

Tersusunnya Grand Design Public Administration;
Terleksananva petigawasan nilal dasar, kode elik, kode
periluku dan sistern meril AS,

Menimgkainya  kapasitas  ASN  termasuk  terpetiuhings
pengembsngan kapasitas ASN minimum 20 jarm ftabun;
Terlaksananya inovasl dulam kebijakan pubilik;

Meningkatnya nilai indeks R instansi Pemerintah;
Meningkatnys kepasitas kelembegaan dan SDM pengadaan
barang/iass pemerintah;
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1. Tersusunnya kebijakan redistribusi ABN dan

j. Tersusunnya kebijakan. penctapan atandarisasi kompetensi
jabatan,

4, Peningkatan Integritas dan Akantabilitas Kinerja Birakrasi, dengan
BASAran :
a, Pengawasan intern Proyek Strategis Nasional [FSN);
b. Peningkatan kapbilitas APIP da Matritas SPIP menuju level 3;
c. Perluasan cakupan produl dalam e-coboaloge;
d. Meninghkativa kapasitas dan standarisasi LPHE; -
2. Meningkatnye disiplin dan intepritas 3DM aparatar negara di

seluruh K/L/D. |

INDIEATOR DAN SABARAN PROGRAM PRIORITAS [ PP )

Prograon Prioritas Kepastian Hukum, untuk Kejaksasan Rl dilaksanakan
dengan indikator dan sasaran kegiatan scbagai berikoat:

 Ho. Intur Spaaraf
I, | Penegakan Hulum yang Berkualitas

1. Pcpie:uﬁha_n Biaya | Terpenuhinya  biaya  penanganan

Penangangar perlara Pidana Umum di Tahap Praj
Perkara Pidana | Penuntitan dan Penuntutan, wntul di)
Umum di Tahap | Kejagung , Kejati, Kajari dan Cabjari

Penyidikan tdatn | selurub Indonesia.

| Foounlutan ‘
‘ 2. Mikungan - Terlaksananya Penerapan Aplikasl
Teknologi Case Monageent System  [CMS)
‘ [nformasi  dalam dalam rangka mendubung Sistem
| Proses Peradilan Pidana Terpadu- ‘!
Henanpatiaty Tekonologi Informass (SPPT-TL.

' Perkaru {SEPT-T) |- Tersedianya  Peranghat  untuk |‘

mendukung cnerapan Sistemn

iy
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Sasaran
Informasi Tilang Krjaksazan
Terintegrasi di Kejapunyg, Kejatl dan

Kefari.

3. Peningkafan - Terlaksananya Niklat terpadu

Kupasitas SDW | penanganan perkara
Apgakum dan | Jaksa.

Pemah«mean
Masyarakat
tentang SPPA
. Pencgakan Hukum |- Terlaksananya Diklat Iiegul Fishiog
di Bidang Sumber| dan Mineral Batnbara bagi -Takesa. .

Daya Alam

Pencegahan dan Pemberantasan Khrupsi. yang Efektif

1. Kolaborasi Terlaksananya Kegiatan  Jaringan||
Pencegahan Magyarakat Anli KEKN dan Tim
Koripsi Pengawal dn Pengaman DPerncrintahan

dan Pebangunan (TP4} baik Wl

Kejagung, Kejati, Yejari maupun

Cabjarl

2. Pembenahan Tata | Terlaksananya kepiatan DPemuliban
Kelola Awset Hasil | Asct baik di dalam negeri maupun di

Tindak Piddata | luar negetd.

Korup= di Tmgkat

Fusat. |
Penghormatan, Perlindungan dan Pemenubsn Hak atas
Keadilan

1. Penguatan Sistem - Versedianya ruang diversi di Ecjari
Ponanganan
Kekerusan
terhadap

HRENY R P,
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Indikator

Perempuan

Anak

Dalam Rencana Kerja Kejaksaan Rl tahun 2018 Sistemn Peradifan
Pidana Terpadu Berbasizs Teknologi Informasi  [SPPT-TL)  akan
dilaksanekan di 22 [dua puluh dua) Kejati yaitu Aceh, Kepulauan Raau,
Jambi, Sumatera Barat, Benglaalu, Bangka Belitung, Sumaltcra Selatan,
Lampung, Banten, DIY, Kalimantan Timur, Eaglimanten Barat,
Kalimantan ‘Tecngal, Sulawesi Utars, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenpgara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT dan Tapua,
zerta 88 [delapan pulubh delapan) Kejard di 22 (dua pulun dua) Kejari
terscbut di atas. Penerapan sistem ini diharapksn akan memenuhi
kebutuhan intexrasi penangaran perksara (khusosnya perkers plclara
wrntie]. Eela.inT kebutuhan sarana prasarana yang mendulung upayea
integrasi SPPT-TI, pengembangan SDM. pendukung juga diperluat,
schinges operasional sistem jugs dapat dilaksanubkan secara malsimal.

Adapun Kegiatan Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi
Keiaksaan sebagaimana termuat delam Rencana Kerja Pemerintuh

“Tahun 2018 direncanskan akan dilaksanakan dengan Tarpet sebagai
berikoat :

1. Kegiatan Prioritas : Penegalan Hukum Yang Berkualitas

TARGET

- P::ngada - Te;raediaa Dukngat] -

Manajetren Aplikasi Casc et Teknolog alub
dan Manogement terlalcsanalan | Informasi tlual
Pelaksanaan Syatem {CME] uya Aplikast dalsan Proses | Kejat dan

Tugas Teknis | dalam rangka

FTEH gk THETIR TG A
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Siztem
Peradilan
PFidana
Terpadu-
Teckanologi
[nfurmasi
[SPPT-TL).

Penpadean
Perangkat
untuk
mendulkung
Penetrapan
Sistemn
Inlormasi
Tilang
Kejaksaan
Terintegrasi di
Kejagang,
Kejati dan

Kejari.

Mﬂnagcmcn

Syatem (CME]|
dalam rangls
mesdukung
Sistem
Peradilan
Pidana
Terpadu-
Tekonclogi
informaes

(SPPT-TY).

- Teraediabya
tdan
terlaksanakan
tiva Sistem
Tniormesi
Tlamy di
Kejagung,
Eejati dan
[ejars.

INDIKATOR |

" Perkara [STPT-

 Informasi

K/L

TIy

Dukungan
Teknolopl

dalam Prosce
Penatganan

Perkara Tilang

delapan)
Kejari.

I*rosTam,
Pendidikan
fan
Pelatihan

[ S

dERanmn0 PTG o

- Penyelenggara
an Pendidikan
dan Pclatihan

- Terlakzananya
Dikelat terpadu
DETELIEATIET

perkara ABH

FITH A

- .= —rd
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Feninglatan
Kapazilas
SET Jaksa

3 (vga}
angkatan




hparm}
Kejaltsaat

changang_n
perkara ABH
hapi Jaksa.

- Pﬁ“FﬂEnégara
an Pendidikan
dan Pelatihan
penanganat
perkara
[Megal Fishing
dan  Mineral
Batubara hagi
Jalkea.

- Terlaksananya
Drikiat di
Bidung
Sumber Dava

Alar .

INDIKATOR
K/L

herkompeten

dalam

PEIANRATIATL
perkara ABH.

- Peningkatan
Kualitas
Penegakan
Hukum di
Bidang
Sumbet-

Daya Alam .

Jaksa,

Fropgram
Penanganan
dan

I'coyvel esaian
Farkurs,
Pidana

Umum

- = Ra o

P R ARG PEEERRALT An

[ ——

- Penyelesaian

Perlanganpan
Perbara
Pidana Umum
di Tahap Fra
Petiantutan
dan

Penuntutan

- Terpenuhiny
| Biays
Fenangasan
Perkara
Pidana. Umum
Idi lakap Pra
Penuntutan
dan

Fenuniutan

—_— -

Femenmuhan
Biaye
Penangungan
Perkara.
Pidana Umum
di Tahap Pra
Fenuantutan
cam

Penuntutan

penuntut
an  dan
450
perkara
iahap
penuntut
HIL di
Kejagung,
7.190
perkara




2. Kegiatan Ptioriias :

vang Efektif yang Efektif

Penyvelidikan/
Fengamanan |
Pengpalangan
Permasalahan
Huloam g
Bidang
[POLEKSOSE
un Hulkum
dan Hankam

Masyarakat
Arnti KKN dan
Tim Pengawal
dn  Penpuman
Pemerintahan
dan
Pembangunan
(TP4) baik i
Kejagung,
Kejati,

TG4 LA

Kejari
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Pencegahan
Tindak Pidanea
Korapsi  dalam
pelaksanaan
Proyek Sirategis
Nasipnal  dan

Caergh.
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Kulaborasi
Pencegahan
Korupsi,
imeladu
kegiatan
TP4F
TR

fdan

di Kejat,
559
perlara

illegal
Lishing,
T4. 789
petkara
di
da
Cabjari.

Kejart ||

Peticegahan dan Pemberantasan Korupsi




[ INDIRATOR

Cabijari

Frogratn
Dukungan
Meanajetnen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis

3. Heglatan

Pelaksannan
Kegiatan
Fernulthan Aset
Hasil Tindak

Pidana Korupsi.

Prioritas @

Terlakananya
Pembenahan
tata Kelola Aset
Hasil  Tindak
Fidana Korupsi
di Tinglost

FPemenuhan Hak atas Keadilan

o

PROGRAM
K/L

Program
Peningkatan
Barata  dan
Prasarana
Aparatur

Kejalksaan

KEGIATAN
K/L

Pembangunan
ruang diversi di
Kejari seluruh

Iedonesia.

Fembenahan
Tata  Kelola
Aset
Tindalk
Pidana
Koruipsi
Tingkat
Pusat.

di

Hagxil :

4 kepiatun
A di luar
TIEgET
42
kegiatan
FPA

dan

di
dalam .

negeri.

Penghormatan, Perllndungan dan
SASARAN K/L | INDIKATOR | TARGET
K/L

Tersediania Penguatan 145 Kejari
riang diversi di | Bistem
Kejari  selurub | Penanganan
Indonesta | Hekerasan

terhadap

Perempuan

dan Anal

Dengan deomikian, ada 3 (tiga) kegiatan prieritas Kejaksaan yang

menjadi Program Prioritas Wasional, yang harus diluksanalan pada

tahun 2018,

"""" i m i

I'H|:1|_:"_-' |“-.|ﬂ|”1]-" ﬂ”.'LII F-.l |,r‘|| 1r'- -"'”I’I"




BAB 1T
ARAH PEMBANGUNAN EEJAKSAAN REPUBLIK INDONESLA

TAHUN 2018

A. TEMA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2018

Mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yai
“MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN
DAN PEMERATAAN", maka perha dipahami lerlebih dahulu bahwe tsma
vang dilentukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 tersebut
mempunyai maksud agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan
delam Rericana Kerja Pemetititah Tahun 2017 yang disusun dengan tema
Memoacy Pembangunan fnfrastriktyr Dan Ekonomi untuk Meningfotioan
Kesempatan Kerjo sarte Mengurangt Kenliskinan dan Kesenjangan Antara
Wilayah.

Apabila diperbatikan, tema ini sepertinya tidak menyeniuh pada
aspel periegakan hubum, namun demikian investasi dan pembangunan
infrastruktur tidak akan berjalan dengan sukses, apabila negara dalam

keadaan tidak aman, oleh karena it diperlukan pula adanya kondisi
negara yang aman dari gangeuan kriminalitas, menurunnya anpka tjndaj:
pidana kurupsi, tercapainya dengan optimal pengembalian kerugian
negara serta adwnya jaminan kepastian hukum terhadap semus jeniis
prlanggaran hulonm di indohesia.

Dengan adanya kepastan hukum yang kemdusit di Indonesia, alan
meninpkatkan kepcreayvaan para pelaku bisnis baik dari dalam maupun
luar negeri, sehingea dapat meningkatkan investasl di berbagai sektor
perekonomian di lndonesia, sehingga. olumatis akan tnembuka lapanpgan
kerja. dan dapat menyerap banyak tenaga kera, kepercaysan para
investor akan meningkat vang pada  akhimya diharapkan dapat
meningkatkan pertumbuhan dan pemeratasn vkonomi mesya r;kat.
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Dalam  melaksanakan pembangunan infrastruktur  ini pun,
diperlukan peran scrta dar masyarakat dan aparat penegak huokum,
untuk mengewal pelaksonasn  pembanpinan  oagar  tidall  eriadi
penyimpanpan  yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara,
disamping it perhu juga adanya jaminen keameoan dan keselamatan
terhadap jelannya investasi dan pembangunan itu scodid, sehingga
jangen sampai térjadi ganppuan terthadap pelaksanean pembanpgunan

ter=ebut.

BHerdasarkan hal-hal tersebit, meka Rencana Kerja Kkejaltsaan
Tahun 2015 disusun dengan tema “MENINGEATEAN
PROFESIONALIEME APARATUR EEJAKSAAN RI DALANM RANGKA
FELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUOM FAWNG EBENAR DAN
BERKUALITAS"

Terna inl sejalan dengan Visi Kejaksaan sebapaimana tercanium
dalam Rencana Sirategis Kejaksaan Republik Indenesia Tahun  2015-
2019 vaitu “*MBNJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG
PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL".

Tetna dalam Rencams Strategis Kejalksaan Republi%t Indonesia
Tahun 2015-2012 tersebut mengandung makna bahwa :

a. Kejak.saan sebagai salah sati Lembaga Penepnk Hukum di indonesia
mempunyai tugas dan wewenang < bidang pidana : melakikan
penuntatan, melaksanaken penetapan hakim dan putusan pengadilan
yvang telah wmcompersleh  kekuatan  hukure  tetap,  melabukan
pengawasan terhadap peloksanwan putusan  pidana  bersyarat,
putisan pidans pengawasan dan  kepuluasun  lepas  bersyarat,
melakukan penyidikan tethadap tindak pidana tlertentu berdasarkan
undang-undang, melengkapi berkes perkara lertentu dan untuk ila
daput melaltukan pemeriksapn tambahan sebelum dilimpahkan ke
pengadilan yang dalam pelaksanesnnya  dikeordinasizan, dengan
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penyidik, di bidang perdata dun tata usaha negara sebagal Kejaksaan

ddengan kuasa khusus dapat bertindak baik df dalamn maupun di laar

pengadilan untuk dan atas nama negara atan pemerintah serta di

bidang ketertiban dan ketenleraman umum, melakukan upaya anrara

laie

» Peningkatan kesadaran bulum masyarakat;

« Pengamanan kehijakan penegakan hulum;

e Pengawasan pergdaran barang ¢etakan;

v Pepgawasan alicen  lepercayaan  yang  dapat membahayvekan
masyarakal dan nepard;

« Pencepguhun penyalahgunaan danfatau pengdaan agama)

» Penelitian dan penpembangan hukum scrta atafistik loiminal,

. Profesional : scgenap aparatur Kejakeaan EI delam melakssnakan
tugas dan Mangsinyn didasarkan alas nial nhar TR HKEAMA,
ADHYAKSA,  kompetensi, kuapabilitas  yang ditunjang  dengan
pengetahuan dan wawasan yang luas, ketrampilan yang memadai dan

berpepanig teguh pada peraturan serta kode etik profesi yang berlal.

c. Proporsional : dalam melaksanakan tuges den fungsinya, Kelok=aan
merpgunakan semioeyan vakni menyeimbangkan yany tersurat dér:
tersirat dengan ponuh tangguog jawab, faat azas, cfeletif dan efisien
serta penghargaan terbadap halk-hak pablil.

4. Akuntabel - kineria aparatur Kejeksusn Rl memiliki kapasitas dan
kapnhilitas  yang dapat dipertanggungiawabkan scsial  (Jdengan
keteatuan perallrall perundang-undangan Yang beslaka.

Dengan mengambil tema tersebut diatas, dirarapkan pada tairan
2018, aparat Kejaksasn RI dalam melaksanakan pencgakan huckam,
dapar meningkatkan profesionalitasaya, dan menghasilkan kinerja yang
bailk, benar dan dapat dipertanggungjawalkan kepada publik, melalul
keterbukaan informasi terhadap kinecja aparat Hejakszan yang dapat
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B.

diakses langsung oleh masyarakat, dan memiliki kepastian hukum,
schingea pada akhirnya kepercayaan measyerakat terhadap Kejeksaan

semakin meningleat.

SARARAN PEMBANGUNAN EEJAKEAAN TAHUN 2018

Dalam rangka mencapai Yisi Kejuksean diatas, maka telah

ditelapkan Misi Tahun 2015-2019 sebagai berikut

1.

Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam Program Pencegehan Tindak
Pidanm;

Meninpkatkan profesionalisme Jaksa dalam pepanganan Perkara
Tindak Pidans; |

Meningkatican peran Jaksa Pengacara Negera dalam penyelesaian
masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;

Mewnyjudksn upays penegakan hukum yang memenuhi ragsa ksadilan
masyarakat,

Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birckmsi dan Tata Kelola
Kejelsaan Kl vung bersib dan bebas KEIN,

Untuk mencapal Visi dan Misl scbagaimans tersebut Ji atas,

Kejaksaan Rl tclah menstapkan wjuas yeang barus dilaksanakan sclama
pericde 2015-20159 yaitu :

1.

2.

Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan
negars,

Meningkainva penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada
kepastiam hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat darl
pencari keadilan;

Meningkatnya kewibawaan pemerintah  dalam menyelesaikan
permasalahan alau sengketa Hukum Perdata dan tata Ueaha Negara;

. Meningkatnya kepercayaan masyarakat tcrhadap Kejaksaan RI

5. Terwujudnys Relormasi Birokrasi dan Tata Kelela Pemerintahan yang

Pmadr e TGRS 13RI 7]
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Mengacu pada Undong-Undarg Nomor 25 Tahun 20)4 tentang

Sigtem Perencanasn Petmbangunan Nasionel, yang merupaken penjeabaran

dari lujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih

spesifil, rerukur dan a%an dihasilkan dalam jangka waldu tertenla. .

Sagaran Straregis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur

yang felus dalam penyusunar, strategl, program dan lematan Berikut
indikator keberhasilunnya. Sasaran Btrategis Kejalkesaan Rl untuk perivde
2015-2079 adalah -

L.

Meningkarnya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan
perdata;

. Terwujudnya peonegakan bukum vang hergrientasi pada leepastian

hulkum:

Meningkatnva keberhasilun penyelesaian perleara perdata dar. tata
usaba negara;

4, Meningkatnya kualitus pelayanan hukum;

Terwhijudnya penyelengearaan Reformmas) Birokras) Kejaksaan Rl

Berdasarkan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019

tergelnat di atas, maka perl ditetapkan Sasaran Pembanyninan Kejaksaan
Tahun 2018 vaii ;

1

2.
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. Meningkatkan proflesionalisme aparatur  Kejuksaan RT dalam

penanganan perkars dengan baik dan benar, melalui pendidikan dan
pelacihan teknis fiungsional;

Tersedianyn sarana dan prasarana yYang memadai unluk mencubung
kinerja aparat Kejuksaan Rl dalamn melaksanakan tugas dan funysi
penegakan hukln;

. Meningkatnya kinerjo aparat Wejakewan RI medalul pembangunan

telonologl informast;

Mengoptimalkan peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan
dun Pembanpunan Pusat (TP4LY serta Tim Pengewal dan Pengamun
Pemerintahan  can  lPembapgunan  Daeran  (TP4D  dalam  rangka

peneegahan tindak pidana korupsi;

—
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5. Terluksananya Keginkan Pengawasan atas Polaksanaan semuda unsur
Kejaksaan bertlasarkan Peraturan Perundang-undangsn dan kebijakan
yang ditetapkan oleh Jaksa Agung,

C. ARAH KEBLJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2018

Pada Tahun Atggaran 2018 (erdapat 3 kewiatan yang menjadi
pricritas, dengan dasar penetapan yang terdirl darl penmgkatan
kepercayaan publik terhadap penegakan hulaam, cptimulisasl upay:
pengurangan tindsk pidena korupsi, serta menjarmin akses masyarakat
terhadap hak atas keadilun.

Sagaran penegakan dan kesadaran hukum pada RPJMN 2015-
2019 welaras dengan ruang lingkop roformasi  hukum  yang
menitikberatkan pada pembenahan Lembaga/aparat penegak hukun,
penataan regulasi dan pembangunan budaya hokum. Dalam paket
relormasi  [revitalisasi) hukum, terdapat bLebcrapa peran  penting
Kejuksazn Bl yariul
1. Pencegaban tindak pidana korupst melalul penﬁuatan fungsi Tim

Pengawal dan Penpaman Pemerintaban dan Pembangunan Fizsac
[TP4P) dan Tim  Penpgawal, Pengaman I'emerintahan dan
Pembanpunan Daerah (TP4AT;

3. Pembenahan manajemen perkara  melalnl  integrasi  database
penangatan perkars, lata kelola benda sitaan dan barang rampasan;
serta pendampingan Jaksa pada penyidikan,

3. Penguatan SDM melalui relrutmen dan promosi berbasis kinevja di
Kejaksaan RI, dan

4. Preoguatan kclembagaan dengan melakukan reorganisast Lembaga
Kejaksaan RI berdasarkan fungsi serta petigmatan Kotmisi Kejalesuun
EL

Peran penting Kejaksasn RI tersebut diharaplan skan memberikan rasa

aman bagl para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnyu baile

di pusat dan daesrah. .
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Pada RKP 2018, melalui Program Prioritas “Kepastian Hukwn®,
Kejaksean Rl diarahkan untuk berkontribusl pada 3 (liga) kegiatan dan
proyek-prayek prioritas nasional, yaitu :

1. Dalam ranghs meningkatkan “penegakan hubum 3;ang berlualitas”,
Kejaksaan K[ diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan biaysa
penanganan perkara tindak pidana umum di tehep pra peountotan
dan penuniulan secara optimal; pelaksanaan pilot project SPFT-TI di
5 [lima) daerah bwrsama dengan Korponen aparat penegak hukcam
lainnya, pelaksanasan p-eningkatuﬁ kapagitas Jaksa dalam menangani
Anak Berhadapan dengan Hukum [ABH); serta pencgakean hulum di
bidang Sumber Daya Alam;

2. Terkait .detgan “pencegahun dan pemberantasan keorupsi yang
efektif’, Kejaksaan R diarahkan untuk melakukan pembenahan taia
kelola aset hasil tndak pidana korupsi di tingkat pusal, bersinerg
denpun KPK dan Rumeh Penyimpanen Benda BSitasn HNegara
[Rupbasan); dan herperan dalar herbagai upaya pencegahun rnelahai
kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS);

3. Terkait dengsn “penghorinatan, perlindungan, dan pesnenuhan hal
atas keadilan®, Kejaksaan Rl bersama dengan aparat penegak hukum
laintiya, diarahkan untuk mendereng penguatan Bistem Penanganan
Kekerasan terhadap Perempuen dan Anak, melalui Sistem Ferzdilan
Pidana Terpadu - Penangunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan .
(SEPT-PKKTP) dan pepgoatan peran .Jakea dalam pelak=aniaan
pengalihan penyelcsaian perkara dari proses pﬁ‘s_dilan pidana ke
proses di Wuar peradilan (Diversi) pada kasus anak yany berhadapan
dengan hukum. |

Pada perncanaan dan  penganggaran  Kejaksaan R Tabun
Anggaran [TA) 2018 target dan alokasi anggaran untuk mendukung
pelaksanaan proyek priotritas yang telah teralokasikan, diharapkan dapat
mempercepal  penyclesaizn  permasalabhan Sistem Peradilan Pidena
Terpudu {SPPT) berbasis Tekmologl Informasi (T1}, yaitu -
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1. ‘Target 3PPT-T] tahun 2017, depgan sasaran pertukaran data, belum
tercapal karena belum ada standar data yang akan dipertukarkan;

2. Kejuksasn RI perlu menindaldanjuti keterbatasan Sumber Daya
Manusia pengelola  sistem  informasi  penangsman  perkara  di
Kejaksaan yang ada pada seat ini serta sistem  imformeasi
penanganan perlara di Kejaksaan BI vang ade saat ini (SIMKEARIT);

3. Pada tshun 2018, implemencasi dar sistem informast penanganan
peckara melalul Cose Monagemeni System {CME) agar lebib dapat
ditingkatlkan kualitas pelaksanaannya.

Eejaksaan BRI scbagai baglan dari lembaga Pemerintah yang
memegang  posisi sentral dalam  melaksanaltan  fugas dan  fungsi
penegaksn ikum, selalu menjadi bagian dalam upaya pencegahan dan
pernberantasan Korupsi di negeri inl. Sebegai contoh, dalam ranghka
pelaksonaan Strategi Nasional Pencepahan dan Pemberantasan Korapsi,
yatg merupakan implementasi dari UNCAC, Kejaksaan menjadi salah
satu Kementerian,/Lembaga prieritas  dalam  pelaksanaan Aksi tiap
tahunnyva. Dimulal dor lnpres No. 2@ Tahun 2011, Inpres No. 17 Tahun
2011, Inpres No. 1 Tabunn 2013, Inpres No. 2 Tahun 2014, Inpres No. 7
Tahun 2015, hinpga Inpres No. 10 Tahun 2017.

Drukungan Kejaksaan El untuk pelaksanaan Inpres Ne, 10 Tshun

2017 meliput: |

1. Tmplementasi hasil evahiesi Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan terkait pelaksansan eksekusi uang penggant dan
neniara pengganti;

2, Optimalisasi penerapan Peraturan Mahlkamah Agung Do, 2 Tehun
2012 tentung Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Nilai
Denda dalam KUHP; -

3, Trensparansi dan Akuntabilitas petgelolasn barang wsilaan dan
rampasan hagil tindak pidana korups;

4. Tulkungan terhadap pelaksanaan Sistem Peradilan idana Terpadu
berbasis Teknolog Informasi (SEPU-TL);
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5. Optimalisasi Whistleblowing System [WHS|; den
fi. Penpuatan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Keberlanjutan upaya pencegahan dan pemberantasan  korupsi
terus diderong, selah satunya melalui pelaksanasn RKP 2018 melalu
beberapa provek prioritas nasional yang telah diakomodasi dalam proses
PECETICHTIAAN (all PengangRaTaIL,

C. REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2017

Rapat Kerja Kejaksaan Repubiik Indenesia Tahun 2017, telah
dilaksanakan pada tunggal 12 sampai dengan 15 Desember 2017 el
Radan Diklat Kefaksaan RI, dengan tema “Maneguzhlkan Komitmen
Pencgakan Hokum Kejaksaan yang Baik, Benar dan Terpercaya Detni
Sukses Pembangunan Nasional* Tema dimaksud secara  teoritik
maupun empirik hendak menspaskan bahwa ada korelasi strategis antara
pencpnkan  hukum  Kejaksean di osatu sisi  denpan suksesny s
rembangunan tasional pada sisi yang lainnya.

Meneguhkan komitmen penegaken hukum Eejaksaan vang baik,
henar dan torpercaya adalah proses menuju komitmen korps Adbyaksa
untuk melakukan tugas penegakan bukum kejaksaan yang baik, henar
dan terpercaya dalam tataran realitus. Penegakan bukum yang badilk,
dupat diartksn sebagai pencgakan hilum yang berettka menjunijung
tinggi milwi-nilai moral dan kesusilaan, penegalan hukum yang benor
adalah penegakan hukum yang berdasarkan hulum dalam ranghka
mewujlidkan nilai-nilad Leadilan, kemanfaatan dan kepastian hukue,
srdangkan penegakan hukum yang terpercaya merupakean penegakan
hubum  vang akuntabel, dapat diukur dan dirasakan hasilnya pleh
masyarakat dimana hukum itu tumbub dan diterapkan. Fenegalan
hukun yaﬁg baik, benar dan lerpercaya pastilnh merupakan pencpakan
hukum wyang mendorang suksesnyva pembanganan nawional. Iknlah
makna penegakan hukum yang dikehendaki dalam tema Ruker tahun
017 ini, dan janganlah salah memaknamya denpan tmakna babwa
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penegakan hukum yang tidak bafk, tidak benar den tdak terpercaya
diperbolchkan aseikan karema alasan sematz-mata demi subseanya
pembangunan pembangunan nagional.

Perlu dipahami bahwa implementasi penegakan hulm yang bail,
benar dan terpereaya bukanlah perkara mudah dan sederhana. Apalagi
dalam komplcksitas permasalahan penegakan bubkoam dewssa ini, antara
lain tetlgait masalsh disparitas kewenanpann antar pencgak hukum,
kepercayaan publik terhadap ipstitusi pencgak hukanm, profesionalitas
dan imtepritas aparat penegak hulum, kesejahtersan penegak hubuom,
kultur dan kesadaran hﬁkum masyarakal, pada Kenyataannya
menambah rmit mewujudkan konsep-konsep penegakan hukum yang
baik, benar dan terpercaya.

Adapun Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Rejuksaan Tahun 2017,
adalah =ebapai berikat ;

I. BIDANG PEMBINAAN :

NG, | REKOMENDASI N PENANGGURGJAWAB

1. | Selurch pimpinan sdatuan kerja | 1. JAMBIN ; Kepala Biro
harus mengarbil langkah- Keuangan

langkah pengelolian keunangan, | 2. JAMWAS :

dilaksanakan  sesuai  standar ~ Imspekiur Keuargdn,
alountansi pemetintah serta - Eepala Egjalksaan Tingg,
adanya sIstemn pengendalian - Kepala Kcjakaaan Negen
intcrn secara efektf berdasarlan
ketmatan  terhadap  peraturan

W lakrsamazn 12 {d
Perundang-Undangan. Akt Pelakss {dua

belas] Bulan

3. Setiap  Kejoksagn Tinggi  dan | 1. JAMBIN :
Kejaksaan Negeri agar | - Kepala Biro
membentuk Tim EE Kejalisaan Perencanaan,

Tinggi dan Kejaksaan Negeri, - Kepald Kejaksaan Tinggl
melaksanakan . keglatan REG - Hepala Kgjaksaan Nepeti
berpedoman Road Map RB 2015-| 2..JAMWAS

2019 wgerta  melaporkan hasil
kepiatan RIY kepada Tim KB
Kejaksaan Agung setiap Triwulan.

Walthu Pelaksanaan 6 enam)
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NO. REEOMENDASI PENANGGUNGJAWAR

Bulan

3. | Optimalisas) dan penyermplrrogsn |. JAMEIN ;
dalarn PEOy A 1An databasc - Kepalz Bire

kepogawalan, hulkuman - Kepegawaian
disiplin/pengawasan  dan  diklat - Kepala Pusdasknmt
tnelalui SArana lexnologl | 2. JAMWAS

informeasi. 3. KABANDIKLAT

Walktu Pelaksanaan 12 {dhaa
Izlas) Bulan

4, | Diperlukan langkah koordnasi| 1. .JAMBIN

internal dan eksternal dan upaya Kepala Bire Hokum dan
bersamma  secarda  srafegiz  dan Hubungan Luar Negeri
komprehensil untulk mewujudkan
webcradaaty  Central  Authority
dibawah Kejaksean F.I

2. JAN INTEL
3 JAM PIDEUS

Walktu Pelaksanasn 12 (dua
belas] Bulan

. BIDANG INTELIJEN :

NO. | REXOMENDASI PENANGGUNGJAWARB

STRATEG] KONSOLII2ASI

1. | Melakukan soslalisas TEntang Semus Dircklorat
perubahan organisasi dan tate kerja
tidang  inteljjen  scsuai Poratiran
Jaksa Agung RI MNomor: FER-
Q06 AfJAS Q7 f2017 tentang
Crganisasi dan Tata Kerja Kejalsaan
RI, sekalipus memberikan pemaharnan
mengenal 77 (tujub pulub  tujuh)
sektor masalah yang menjadi tugas
hidang  intelijen, dalam  rangka
pembentukan  paradigma (mindset]

B, GO AN, T TR 0
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NO. | .

REKOMENDASI

PENANGGUNGJAWAR

dan budaya keria DM
Kejaksaat.

intedijen

Memyusun  konscp Peraturan Jaksa
Aeung R tentang  Administrasi
Intelijen, dan SOP [Standar Cperating
Procedures] di  linglungan bidang
intelijen Kejaksaarn.

Sekretariat Juksa Agung
Muda Bidang Intelijen,
DHrektorat, dan Pusat

Penetangan Hukum

Menyusun konsep Peraturan Jakse
Agung Rl tentang Sinkrenisasl dan
Harmonisasi antgra Perataran Jaksa
Apunp EI  Nomor: PER-ODG/ASJAS
07/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejak=saan RI terksit dengan
Direktorat D [Direktorsl Pengamanan.
Pembangunan  Strategis]  Gengun
Keputusan Jaksa Agung RI Nomor:
KEP-152/AfJA/ 10/ 2015 tentang
Pembentulan  Tim  Pengawal dan
Pengamat Pemerintahan dan
Pemnbangunan Egakssan RI dan
Instruksi Jaksa Agung RI Nomwor: IHS-
O0L/AfJAS LO/2015 tentang
Permnbentubkan an Prlaksanaan Tugas
Tim  Pengawal dan  Pemgaman
Pepnerintahan dan Pembanpgunarn.

Direktorat [ f

Dircltorat D

STRATEG] CPTIMALISAS]

Membentuk  Adhyaksa Command
Centre dan Hotline Siaga Adhyalsa di
Kejaksaan selurub Indonesia dalam
rangks meningkatkan penyediaan dan

pendistribusian . produk intelijen
sebagai baban  masukan  bagi
pimpinan dan  pemcrintah dalem

mengnmbil kehijalean dan keputusan
cegah dini

Digekeorat 111/ Thirektorut
E, Ecpala Kcjaksaan
Tinpgi, dan Kepala
Kejaksaan
MegerifCahang
Kejaksaan Negern

a.

WMenyusan databose Daftar Pencarian
Orang 1DFO} Kejaksaan dan
melaksanakan “Program ‘Tabur 31,17

Dircktorat [/ Hrektorat |
1, Kepala KEejaksaan
Tingpi, Kepala Kejaksaan

RN Tori
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NO. REECMENDASI PENANGGDNGJAWAR
(Tangkep Buronan Tigasatu Satu) Negeri/Cabang
pencarian buronan Kejeksaan, yaitu| Kejaksaan Negeri, dan
31 [tiga puiuh satu) Kejuksaen Tinggi | Perwakilan Kejaksaan #1
melakukan penangkapan minimal 1 Di Luar Megeri
(satu] vrang baronan Kejakssan dalam
triwulan pertama tabur 2018 guna
mewtljudkan zero tunggakan ekselusi
badan dalam perkara tindak pidana.

G. | Menvusun kembali Kerangka Acuan Direktorat III /

Kerja [KAK) dan Hencana Atlggaran
Biaya [RAB) pembangunan Bank Dala
Intciijen bechasia teknologl “Big Data
sebagaimana  telah  diamanatkan
dalatn Peraturan -Jubwa Agung Nomor
PER-25/A/JAS00/2009  tanggal 22
Juni 2009 guna memenuhi keburahan
irtelijfen Keojaksaan menuju Intelijen
Generasi Ketiga/Intclijsn Eva Digital.

Direktorat E,

=]

STRATEGI PEMULIHAN

KEPERCAYAAN MASYARAKAT

(PUBLIC TRUEST)

Memasuskan PIoETEN “"Jaksn Puspenkurn, Kepala
Meayapa” dalam kegiatan bidang| Wejaksaan Tinggi, dan
intelijen Kejaksaan dan | Kepala Kejaksaan Negeri

mengelektifkan  kanal media sosial

‘ggar dapat menjangkau masyarakat,

kesadaran  hukum
masvarakat, dan mengaktiilkan
masyarakat wntuk  berperan serla
mendukung  kebijakan  penggakan
hulum — yang  ditetapkan  oleb
pemerintal,

meningkathsl

J Cabang Ke sksasn
Megeri




II. RBIDANG TINDARK PIDANA TMUM

NO.

REKDMEI_”IDAEI

PENANGOUNG JAWAR

a. Implementasi  penegakan  hulum
arogresil dalam penanganan peradta
pidum

grat  edaran:  (JAM
tcntang  implementssi
hukum  progresif
PENANZATIAT perkara

+« meribuat
Pidum
pEnegalan
dalamn
pldurn

+ menyempurnakan podomal
penuntutan dengan
memperhatikan tojuan keadilan,
kemanfeatan dan kepastian
denpan memperhatikan
perkembangan masyarakat,

JAM PIDUM

L. Mengedepankan  Piduna  Dende
dan/fatau Uang Penyganti
{pendekatan keadilan restoratif]

+ membual Surat Edarsn JAM
Pidiem lentanpg Tindal Pidana
vang dapat diterapkan Fiduna
Dencda sebapal alternatif Pidana
Badan

JART PIDUTM

Tim Internal merumuskan  kebijakan
terlait pembentukan Satgas Siber di
tinpkat Kejaksaan Apung dan Kejaksaan
Tinge:

Jak PLDUR
Kepala Kejuleaaan
Tingei

3

+ Menpuasulkarn
dalam  penyusilnsan  anggarai
vang sesuai dengan aecrual bDosis
system

+  Penjyusunan
[eOENEANATL
dengan

ayIFIaran
perlara pidum
mempcrhatilan
lebutuhan  riil  sesuai  dengan
tlaerah  masing-muasing  dalam
entul program

gistenan  of oSt

JAN Pidum
Kepala Kejaksaan
Tinggt

Kepala Kejalksaan
Negerl

Kepala Cabang
Kejaksaan MNegert

e = a TT L o
3]

_l

R TR, GRS Y FORGH H08H"

e e i e 7, — i




IV. BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

NO. REEOMENRIASI PENANGGUNG JAWASR

1. Perlu diterhitkan Juknis Jampidsus | Para Direktur
tenitang  pola  penanganan  petkara
tindak pidana korupsi yang bertujuan
mendukung pembangunan nasional
denpgan parameter perkars hesar (big
fisH), kualitas  dan konsistensi
pelaksanaan serta proridas pada 10
ares rawan korpsi. _
2, Menyusun Petunjuk Tcknis Jampidsus | Direktur Penuntutan
tentang Kualitas pra pepuntutzn dan
Penuntutan,

3. |Membentuk TIM untuk melakukan [ Direknr Peountutan
koordinast dengan Bidang Pengawasan
terkait penanganan perkara  Saber
Pungii.

4. | Menyusun Petunjuk Teknis Jampidsus | Dircktur Eksekusi den
tentang Peningkatan Kualitas dan | Eksaminasi

Stratesi Pelaksanaan Ekselusi.
Periu  disusun biue print Satgassus | Sesjampidsus dan Para
P3TPK dari mesing-masing Rirektur | Direkor

dan Menyusun Sarat Fidaran
Jampidsus  rentang  Tolok  Uloar
Prnilaian Kinerja Penanganan Perkara
Tinduk Pidana Khusus,

B. Wembentuk Tim bekerjasama dengan | Direktur Penuntulta
Persatuan Jaksa [ndonesia (PJI) untuk
mendorung Malkamah Agung Rl segera
mermberbuly PN TIPIKOR di  setiap
Pengadilat Neweri sebagaimanii
diamenatkan dalam Pasal 2 dan 3 UU
46 Tehun 2009 tentang Pengadilan
Tipikor

7. Membentuk Tim yang bertugas untuk [ Segjampidsus
mendorong  bidang  Intelijen  dan
Puslitbane EKejaksaar RI menyusun
standar penyebab  terjadingya tindlake
pidana korupsi.

E.ﬂ
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¥. BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NO. REKOMENDASI PENANGGUNG JAWAB
a. 1. Mermbn:al  Petunjuik  Talnis  terkait | JAMDATUN
aelaksunasan Fungsi Penegakan
Humurm. EAJATI
KAJARI

- Memeksimaolkarn  komunikasi  dan
koordinasl dengan pihak terkait, baik
internal manpun eksternal Kejaksaan,

J.Juklek/Juknis  pekerjsan  kegiatan
fungei PBATUN yang dapat
‘dianggarkan.

L. 1. Bosialisuwi Peraturan Jaksa Agung | JAM DATUN
D25/AJASLLF2015 tentang Petumjuk
Felalk=anaan Perepalkan Hukum, BAJATL
Banman Hulnm, Pﬂl’h.[l:l.bﬁ.ﬂgﬁ.‘l'l KAJARL
Hukum, Tindakan Hukum Lain dan
Pelayanan  Hukum  di Bideng
Perdata dan Tata Usaha Megura serta
SE 01 G/Gs2/07f2017 tentang
Petunjulk Teknis Femberian
'ertimbangan  Iukum di  Bidang
Percdate, dann  Tata  Ussha  Negara
keprada seluriih jsjawran Bidang
DATITN.

4. Dalam mencrbitkan Pendapat Hukum
(Legal Opinlon] karus menerapkan
pringip kehati-haian guna mencepah
potensi  timbulnya  kerogian negara
dan menjaga kewibawaan Pemeriniah.

o, 1. Sosialisasi  tentanpe  opsi DATUN ] JAMDATLN

terkait denpan Permasdlaadn
Pertkatan / Perjanjian kepada | MBANDIRLAT
WeparaPemerintah  dan BUMN/ | KAJATI
BUIMD. ’

KEAJARIT

FT.J"Hﬁ g I"‘.Pﬂﬁr_ﬁﬁrﬂm :?“Fi,f Tr r“ 'Gﬁﬁﬂ
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NO. REKOMENDASI PENANGGUNG JAWAD

2. Meningkatlzan keﬁﬁ.mp‘uzm berbahoza
asing dan hukum internasional bagi
JPN melalui Pendidikan dan pelatihan,
Focus Growp Discussiwonl, I House
Troining dan Workshop maupun cara
lainnya. :

d. Perlu  adenya Juklak dan  Juknis | JAM INTEL

berzama [Bidang Intel, DATUN, dan

Pidsus. JAM DATUN
' JAK PIDSUS
. - LPerla memsaksimalkan koordinasi di | JAM DATUN
lingkungan internal Kejaksaan .
TN P eketernal (Kementerian RIRQ KELUARGAN
Keuangsn dan BPK RI}. KAJATI

EA.JARI

2.Perlu memvalidasi  ulang  dats
tungeakun PUP yang alzan
dimohenkan untuk diajukiin
pcnghapusaninya.

{. |[1.Membuat surat edaran ke daerah | JAM DATUN
babwa tugas dan funpsi Datun tidak
hunya wrbatas pada kegiatan yang
didazarkan pada adativa Surat Kuasa
Khusus sebagaimana diatur oleh Pasal
30 avat (2y UU Kejaksaan tetapl

Jupd  adarnye

kegintan Jait  sebagaimmanz  didtur
dalam Fa=sal 32 dan 34 UU Kejeksaan

FALE pelaksanaannya tidelc
berdazarkan Surat Euasa Khusus
[SSECE).

2 Meningkatkran  koordinasi  Bidang
DATUN dengan Begian Keuangan baik
di tingkat Pusat maupun Dacrah
terkait mekanisme kebutuhan dan

pertangaung-jawaban anggaran
pelaksanaan tugas dan fungs: Datun

IR R R R L R MR MR R BNt " I
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VL.

BIDANG PENGAWASAN @

NO RENCANA AKBI REKOMENDAS]T PENANGGUNG
JAWAR
1.  Uptimalisasi - Disusun parameter | JAMWAS
Penyelesaian tenlang Zero Tungeekan ;
Laporan Lapch. SESJAMWAS/
Pengaduan INSFEKTUR
-Dilakukan inventarisasi | SESJAMWAS/
dan evaluasi tunggakean | INSPEKTUR/S
Laodu.
B ASWAS
2. | Implementasi a, lmplementast SPIP
Bisten
Per orndalian = Perlu disusun pedoman | JAMWAS/
mt‘;?_ﬂ teknis penerapan SPIP | SESJAMWASS
Pemerintah i Kejaksaan  dan | INSPEXKTUR
METat diinternalisasikan i
[EFI_P} _ oan seluruh  zatuan kerja
plinslisas: Kesaksaan.
Peran - Begera  dibentuk  Tim | JAMWAS/
Pengawasan uniuk SE3JAMWAS/
Selaku Aperat menpkoordinasikan INSPEKTUR
Fengawaszsan penerapan SPIEY di
Intern Kejaksaan,
Femenntah -
[AP1EY
0. Optimalisast Peran .
Fengawasan Selaku APIP
- Sepera dismsun | JAVWAS/
e mAn telonis
pelaksanaan tupas | SESJAMWAS/
APIPF  di  lingkungan | snepPRiRTUR
__ Kejaksaan.
- Agar para Fungsional | JAMWAS/
Auditer dan Calon
Auditor TALE aela JAMBLN/
diternpatkan di Bidang | sEsJAMWAS/
Pengawasan serta. '
dilibatkan dalam | KAJATI
kegiatan Pengawasan
Pungmonzl dan APIP.

Bl

r‘|‘1u
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NO | RENCANA AKSI REKOMENDARI PENANGGUNG
JAWAE

- Perlu dikoordinasikan | JAMWAR
thenyean Bidan
Pembinaun dan Badan | SAMBIN/
Diklat HKejalmaan H.L KABADIKLAT/
untuk dilaksanakar
Diklat Auditor dengan | SESJAMWAS/

- kurikulum menyangkaf

kompetensi dasar | TSPERTUR/
: Auditor,
[
- Begera disusun | JAMWAS S
podoman rekmis
pelaksanaan tugas JAMEIM/
Inspekiarat Kelyangan, KABADIKLATS
' SES.JAMWAS/
INSPEKTUR
3. | Pembanpunan Dibentuk Tim | JAMWASf
g1stem Permnbang unan Sistem
Teknologi Teznologt Informacsi JAMBIN/
Informas Penpawasan. SESIAMWAS
Pengawasan
4. | Pembangunan a. Whistle blowing Syétem
Linekungail {(WHE)

! Kerja Yang | - Kebijzkan WRE | JAMWAS S
Bersih dan dilnternmtivasikan .
Bebas Konapsi kepada =scluruh saluan SESJAMWAS,

kerja Kefaksaan. INSPEKTUR/
KAJATIS
| ASWAS

- Sepera disusun KERJA [ JAMWASf
tenfang Pembentukan
Unit Ferlindungan | AMEIN/
Pelapor, dan  dibuat SESJAMWAS/
petunjuk leknis
prlaksanaan tugas | INGPEKTUR
LTPP.

b Unit Fengendalian
| Gracifikasi

| Tiraf PERJA sentang Unit | JAMWAS/
Penpendalian Gratilikasi

segera dizjukan kepuda JAMBIN/

- —
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NQ | RERCANA AKSI REKOMERDASI | PENANGGUNG

JAWAR

Birg Hukum dan | SEEJANMWAS !
Hubaingan Luar Negeri.

INGFEKTUR

¢, Renturan Kepentingan

tentang

Begera disusun PERJA | JAMWARY

Benturan Kepentingan.

Penanganan | ;.. rsin

BESJAMWAL
INSFEKTLIR

Integritas

d. Pambanpunan Satlan
Kerju Percontohan  fpdot
praoject]  Sebagem Zona

Penilai

Dibeniuk Tim Pelaksana | JAMWAS/

Zona Inlepritas Menuju

WERK dan | INSPEKTUR
WHBM / Penilaian
Sidhalcarya Tahun 2018,

Pembangunan | gpc poprgras

Liar

g, 3ap11 Bersih Pungutan

teknis

Perhil disnsun pedoman | JAMWAS/

tupas Tim Saber Pungl
Kejaksaan. INSPEKTUR

pelaksanaan | op o ) vwas,

f. Perlu dibuat PO BOX | JAMWAS/
Pengaduan Masyarakat
pada Jaksa Agung Muda |
Bidung Pengawasan dan | s va’[]

SESJAMWAS)

Axlslen Bidang :
. Peppawasan Kejaksaan
| Tingsi se-lndoncsia. _ \

VII. BADAN PENDIDIEAN DAN PELATIHAN :

NO. REKOMENDAS]

PENANGGUNG JAWAE

1. Mengintensifkan  koordinasi
dengan pibhak letiga untuk

Rad:klat | Badiklat

kerjpsama TAM F::mbim;m a |

[rpp——
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NO.

REKOMENDASI

PENANGGUNCG JAWAR

dan mengalokasikan anggsarannya,

Perlul dilalukan  kajian/analisa
kebutuhan pembeotukan Sckalal Tinggi
[irnu Kejaksaan.

Badiklat

JAM Pembinaan

Perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Apung
menpenai standarisas] tenaga pengajar.

Badiklat
JAM Pembinaan

Perfu dilakukan sinergitas antara Badan
Diklat denpan bidanr Pembinaan
linventatisasi pegawai Kcojaksaan haluwsen
doktoral (83 yanp dapat diproyelsikan
unluk tenags pengajar).

Badiklat
JAM Pembinsuan

‘Mengoptimalkan

Meppoptimalkan  Analisis  Kebutuban
Diklat (AKD) dan Pernyusunan Kurikailum
Bahan Ajur uniluk setiap prograin dildat.

Badiklat

JAM Pembinaan
Bidang-bidang Terkait

Membuar pedaman teknis pelaksanaan
diklat herbasis kompeotenst,

Badiklat
JAM Pemnbinasn
Gidang-bidang Terkait

S0M  dan  sislemn
manajemen Badiklat yang berbaais IT.

Badillat
JAM Pembinaan

e
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BAB IV

PROGEADN EERJA DAN ANGGARAN HEJAKSAAN TAHUN 2018

ANGEZARAN KEJAKSAAN HI PADA TAHUN ANGGARAN 2018

I. PAGU INDIRATIF 2018

Surat Bersama AMenter: Keuangan KI dan Mentcrl Pl”HfKEpala
Bappenas Nomor @ S-39B/MEO2/2017 dan S-183/f MJ—'#‘N;’D.EII{U
G1.O0L05/2017 lankeal 09 Mel 2017, perihal Pagu Indikatif Belanja KfL
dasn Rancanpan Awal Rencans Kera Pemnerintah (RKP) Tahun 2018, dalam
Lampiran 1la, Eejaksaan Rl memperoleh Pagn  Indikstif sebesar
R, <4.454 565071000, (empar triicvn empal ratas bma puluh empat
miliar Iima ralus enam palob lime jute zembilan ratus tujuh puluh satu

ribu rupiahl, dengan perincian per program sebagai beriboat -

N PROGRAM - PAG

(Rp) .
1  Program Dulkongan Manajemen  dan 3.558.503.798.000

Pelaksanasn Tugas Tekmis Lamitwa

? |Program — Peningkatan  Barana dan 130.128.049.000
Prazamana Aparatur Kejaksasn El

3 [Program Penpawasan dan  Peninpkatan 24,821.134.000
Alantabilitas Aparatu- Kejaksaan Rl

4 Program  Pendidikan dan  Pelalibat 98.250.268.000 |

Aparatur Kefaksaan RI

5 | Program “R4712.135.000 |
Penivelidilean f Pengamund / Penggalangan
Permasalaban liukum dr Bidang
IPOLEKSOSEBUD Hukbm dan Hankam

& |Program Penanganun dun Penyelesaian 343,4958,55%.000

[, Y S g TP —




NO PROGRAM _ PAGU

i IRp}
Perkara Pidatna Umuim

V| Programn  Penangenan dan Penyélesaian 200.240,49%,000
Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM

vaing Berat dan Perleara Tindak Pidana

Korpsl

B | Program Pepanganan dan Penyelesaian 14,902,529, DUH
Frrkara Perdata dan Tate Usaha Nopara
JUOMLAH 4.454.565.97 L0000

II. PAGU ANGGARAN 2018

Berdasarlkan Surat Bersama Menteri Kewangan dan Wenteri
PPN/ Kepala Beappenas Nomaor 13-393 MEL.02702 /2017 dan
Q1 /M.PEN/D.S/EU.0LOL/TS/20]17 tanggal 25 Juil 2017, Pagu Anggaran
Kejalisaan TA 2015 adalah sebesar Rp. 5.486,605,675.000,: (ima triliun
empat tatus delapan puluh emam milise enam mmlus lima juta enam rars
tujuh pulzh lia riln rupiah)  atau bertambah  scbesar
Rp. 1.032.039.704.000,- (satu triliun tiga puluh dua miliar tiga puluh
sercbilan juts wijub rawss empal ribu rupiall) dad Pagu Indikatif, dengan
perincian per propram sehmgai hariloat

N0 FROGRAM - PAGU
(Rp)

1 |Program Dulungan Manajemen dan| 3.712.368.943.000
Pelaksanann Tugas Teknis Lalnnya

2 | Progrum Peningkatan Sarana  dan 559,655, TEY. 000

Prazarana Aparatur Kecjaksaan RI

3 |Program Pengawasan dan Peningkatan 25.679.551,000
Alvntabilitas Aparatur Kejaksaan Rl

" 4 | Program Pendidikan dan Pelalihan Aparator q8.A5%9 . 268,000

e T I G R A T
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NQ PROGRAM ' PAGU

(Ep|
Kejalisaan 121
2  Program 124 396,555,000
Penyvelidilkan/ PFengamana/ Penggalangan
Permasalahan Hukum i Bidang

TPOLEKSOSEUD Hukum dan Hanbkam
5§ ' Program Penanganan dan  Penyelesaian 642,395, 508,000

Perkara Pidana Umuam
7 | Program Penanganan dan  Penvelesaian 300.388.029.000
Perkara Pidena Khusus, Pelanpgaran HAM
yang Berat dan Perkare Timdak Fidana
Horupai

% |Program Penonganan  dan Penyelosusian 22 457.731.000
Perlcora Perdara dan Tata Tsahia Negara
JUMLAH - B.4856.60%.675.000

III. PAGU ALOEAST ANGGARAN 2018

Serdasarkan  Surat Menteri  Heuangan  ERD Nomor (8-
162 MK.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017 hal Penyampaian Pagu Alnkasi
Angparan Kemetberian/Lombaga TA 2018 Hasil Rapat Fembahaszan Panilia-
Kerja Belnja Pemcrintah Pusat Badan Anggaran DPR Rl Dalam Rangkas
Pernbiacrasn Tingka® 1/ Pembahasar Rancangan Undang-Undang Tentang
APBN TA 2018,maka Pagu Alokasi Anggaran Kejuksasn Rl Ta 2018
memperolah tambahan anggaran sebesar Rp, 200.020.000.000,- isembilan
ratus miliar Tupizh], sehingza Pagu Alokasl Angparan Kejaksaan TA 20138
menjadi sebesar Rp, 6.73#6.605.675,000,- [emam triliun tigy rats delapan

pu'uk enem miliar epam ratas Kma juta enam ratus tujuh puluh lima nbu

Supiah), dengan perineian per program menjad: selhagal berigue |




NO PROGRAM T PAGU

I |Program Dukungan  Mansjemen dan| 2.758.207.918.00(
Pelaksanean Tuges Teknis Lainmya
2 | Program Peninglatan Sarans dan 14714 815814 000

Prasarana Aparatur Kejaksaan R1

3 Program Penpuwasan dan  Peningkatan 25.679.551.00¢
Akuntabilitas Aparatur Kejalksaan Kl

4 | Program Fendidikan dan Pelatihan Aparatur 08.259,265.000
Kejaksaan RI

5 | Program 124, 390555, 000

Penyelidikan/Pengamana/Penggalangan
Permasalahan Hukum di Bidang
[POLEKSOSEUD Hukum dan Hankem

i | Program Penanganan dan  Penyelesaian 542,395 809000
Perkara Pidana Umum

7 |lropram  Penonganan  dan Pen}f{:lcsaiénh IO 358,029,000

Perkara lMdana Khusus, Pelanggaran HAR
vang Perat dan Perkarn Tindal Pidana

Korups

8 | Progam Penanganan dan  Penyelesaian 32 467.731.000
Perlkara Perdats dan Tata Usaha Mepgara
JUMLAN . 6.386.605.675.000

Selanjutnys  telah disusun Program Ketja dan Anggaran Tahun
2017 sebagai berilout -

1. Program Dukungan Mapijemes dJdaun Pelabsanaan Tugas Teknis
Lainnya

Alokasi Atggaran yang tersedia untuk Programs  Dukungan’
Manajemmen dan Peluksanaan Tugas Teknis Lalnnya adalah sebesar
Rp. 3.738.207.918.000,- {tiga willun tujub rats lima puluh delapan

milisr dua ratus tujuh juta sembilan rams delapan belas ribu rugab).
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Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tupas Tekniz Lainnya
i mendapstkan slokasl anggaran yang paling besar dibandingkan
dengan program-program lain, karena seharah belanja pegawatl  (kecuali
Bacdan D[Hklat) dan biaya ﬂpemﬁ:}nal (pemeliharaan pgedung Lkamtor,
pemeliharasn kendaraan dinas, langganan daya dan jasa, konor
pramubakt, perjalanan dinms, blayva mutasi, seragam pegawai dan
kebutihan sehari-hari perkantoran] termasgk di dalamnya kegiatan
yany skan dilaksanskan pada program irn adalah :

a. Belanja Pepawal seherar Rp. 2. 855613100000 - (dua triliun delapan
ratus lima puluh lima miliar enam ratus tiga belaa juta seratus tibu
rupiah) termaszuk untuk tunjangan fungsional Jaksa dan tunjangan
kinerja pegawal Kejalkisaan El; . _

b. Belanja barang cpersaional untuk kebutuhan Satker Pusat dan
Deerah sebesar Rp. T09.104,813.000,- (fujuh ratus sembilan miliar
seratus empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) antara lain
untuk pemeliharaan pedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas,
pemelinaraan  peralatun dn  mesing,  lsopganan daya dan jasa,
honorarigm  pramubekti dan  zatpam, honorarom pengelola
keuangan, perjaluna dinas dalam rangka.kﬁnsulmai, biays rmutasi,
seragam pegawal dan kcbutuhan schar-han perkantoran;

¢. Belanja Barang Non Gperasicnal nntuk kebutuhan 8 {delupan) 3atker
baru dan 1 [satu] Satker peningkatan dar Cubanp Rejalkssan Meger
menjacdi Kejalksaan Neger;

d. Kegiatan Pelavanean Penyusunan Peraturan Perundanp-undangan
dan Kerjasema Hulkum serts biaya operasional pf:r'ﬁralu]a_n Hﬂjakﬁaan
di KJRI Hongkong, Banpkuls, dan Jeddah;

e, Kepiatan Pembinaan dan Penpelolaan Eepegawaian di SBatker Pusat
dan Daerah;

[. Keglatan Pembinaan Pengelolasn Keuangan dan Penerimasn Negara
Bukan Pajak [PNBP) Kejaksaan R,

g. Kegintan Percncansan, Pengembangan Manajemen, Organieasl dan

Tata Laksana, pengolatian Datg gerta Pemantausan dan Dyaluasi;




h. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perienpkapan Kejaksanan RI
urntik meiayani kebutuhan perlengkapan perkantoran uniuk Seiker
Kejalesann Apung Rl;

i. Kegiatan Pelavanan Ketalmusshasn Kejuksaan Rl, Fimpinan,
Kerumahtanpgaan, Keamaran dan Bina Kessjahtergan Pegpwal,
antara lain untok vernehharapn Satlker Kejelizaan Aeung BI;

J.  Kegiatan Penyajian Dara Statistik Kriminal dan Tcknologi Informasi,
dengan kegiatan antara laian Implementasi Aplikeai Caze Mangement
System ([CME) untuk mendukung Filor Project SPPT berbasis TT yang
akan dilaksanakan di 22 [dus puluh dua) Kejaksasn Tinggl , dengan
anggaran schesar Hp. 39.903.200.000,- tiga puluh sembilan milar
sembilan ratus Hga juta duae ratas vitu rogahl);

k. Kegatan Penelitiun dun Penpembanpan Kejaksaan Rl

L. Kegiatan Dukupngan Meneemen dar Pelakzanaan Tupaz Teknia
Lainfiya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Eoaksasn Agung.
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Nepert dn Cabang Kejaksaan Negeri;

. Kegialan Penanganan daen Penyelesaian Pernuliban Asel yang terleait
dengan hasil kefahatan:;

1. Perangmat Pendukung penerapan Sistem lnformasi Bukt Pelangparan
Lau lintas ([tilang}) Kejaxsaan E) terintegrasi dengan Kepolisian dzn
Pengadilan sebesar Rp. 39838 975,000 - {tiga puluh sembilan miliar
delzpan ratus tica pulug delapan juta sembilan rates twubh pulub
lima =ibu rupiah);

o. Biayu konsullun untuk Oplimalisast Tara Laksana dan Proses Kerja
gerta  Pengembangan Standrod  Operociing Frosedure schesar
Rp. 5.000.000,000,- (lima miliar rupiah).

2. Proprem Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan
Alokasi Anggaran yang tersedia antuk Frogram  Peninpkatan

Sarana dan Prasarana Aparalue Kejaksaan  adalab  schesar

Rp. 1.414.816.814.000,- {satu triliun empat ratus empat belas miliar

[ — h.__-_._... _|.._.1.-...._l__|_..__|_._.-._._




delspan ratus enam belas juta delapan ratus raius empat belas ribu

rupiah), dengan kegiatan yang akan dildkoukan pada tabun 2018 yaima ;

a. Penpadaan Komputer, printer, laptop, AC, meubelair, kendaraan coda
2, mohil ambulance, alat kesehatan poliklinik Kejaksaan Agung, alat
fire hyelrant unluk Satker Kejalsaan Aguong; '

b. Pembenmunan gedung arsip pada Badan Diklat Kejaksaan R1 di
Ceger; .

¢. Rehabilitasifrenovasi) pertuasan gedung kantor untuk 131 {seratus
tiga puluh satu) Satker di daerah;

d. Pengudaan penset untubk 81 [delapan puluh saba) Satker dacrah;

e. HMengadaan tambaha dava bstrik untuk 3 {lima) Batlker daerab;

{. Pengadaan meubelair untuk 111 (seratus sebelas) Satleer daerah,

g. Fembangunan gedung kantor 7 (tujuh) Satrker baru ya_{tu
Kejaltanaan Nepgeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Neperi Ogan  Ilir,
Egjulesaan  MNegeri Serarn  Bagian Timur, Hejaksaan  Negeri
Bubulussalam, Kejakssan Megeri Maluku Barat Daya, Kejaksaan
Negeri Pringsewu dan Kejaksaan Negeri Bintan;

h. Pengadaan brankas untuk 9 (sembilan) Satler ban,

i. Tengadaan alat permadan api ringan untuk scluruh Satker;

j.  Pengadaan 10 [sepuluh) unit speed boat;

k. Renovasi pagar kantor untuk 11 (sebelas] Satker daerah,

1. Pembangunan ruang diversi unluk 145 [seratus cmpat puluh licna)
Satker di daerah,

m. Angegarat: pengadaan sarana dan prasarana yang masih diblobdr
ANEEATANNYE trienL o hasil review BFKP zcbesar
Rp. 800.000.000.000,- (scmbilan ratus miliar rupiah), direncanakar
akan diginakan untuk :

1. Pembangunan Gedung Pusat Pemulihan Aset dan Rehabilitasi
Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus serts Gedung
Utama Kejaksaan Agung RI;

2.  Pengadaan Kkemputer, laptop dan printer untuk EKejaksaan
Tinpgi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Neger,

Axoeme
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3. Penpadaan Tahap I Peralatan Smart Secunty idembficaiion,
Hurveillonoe Secirity System.cian Centraflieed fnteractive Maonttor;

4. Pengadaan Mobil Penyuluhan Hukum Keliling utituk Kejakaaan
Tinggi., Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksoan Negeri Tahap I
untubk 252 [[dua reius enam puluh dua) unit [dari jumlah
selurubmya 524 Batker dacrah); _
Pengadean Mobil Dinas Tahap IF untuk 16 Kajati, 31 Wakajati
serta Mobil Operasional Eselony I, 188 Asisten, 31 Kabag TU
Kejall, 247 Kajari, dan 5 mobil unit Operasional di I{t:jﬂ.guﬁg :

6. Pecngadsan Mobil Tahanan sebanyak 84 wmt;

7. Pengadaan Sistem Pendukung Penrusunan Standar COrganisasi,

E'..I'I

Kelembagaan,  Ketatalalksanaan dan  Stansar Progsedur
Qperasional;
Peopadaan Sistem Awspiresi dan Pengaduan Publik;

9. Pengadean 3 unit speedboat (Kgjari Bintuni, Cabjari Tanjung
Batu dan Cabjar Pclabuhan Makasar),

3. Program Peongawasin dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kejaksaan

Alolcagi angparan untuk pelaksanaan program Pengewasan dan
Peningkatan Alcuntabilitas Aparatur Kejakaaan sebezar
Rp. 25.679.551.000,- {dua puluh lima miliar enam ratus tujub puluhb
sembilan juta lima ratus limea puluh sate ribu rupiah], dengan pgﬁncian
kegiatan yaima - .

2. Belanja burang operasional zebesar Rp. 1.020.508.00t,« (satu miliar
tiga puluh juta [ima rarts delapan ribu ropiah) yang dipergunakan
untul - kebutuhan ratin operasional  seharihar  perkantoran,
honerurivn pramubhakti dan honorarium pengelola keua.nga.n satker
Jaksa Agung Mude Bidang Pengawasan,

. Kegiatan Dukungan Manajemen dﬁn Pelaksapaan Tugas Telknis
Lainnya pada Jaksa sgung Muda Pengawasan dengan volume adalah.

1 [satt) layanan antara lain: inspeksi umm, pemantauan, ingpeksi
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pimpinan, inspeksi  kasus, inspeksi khusus, supervisi, wvideo

conference Jaksa Agung Muda Pengawasan dengsn  jefaran

pengawasan i daerah, pelaksanaan Whistleblowing System,
pelaksanaan Zona Intepritas;

Kepiutan Peningkatan Pengawasan Bidung Kepegawaian dan Tugas

Umum Kcuangen, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, lotelijen,

Tindak Pidana Umum, Tindak Fidana Khusus, serta Perdata dan Tata

Usaha MNegara berupa kegiatan Laporan  Pengaduan  yang

ditindaklanjuli dan diselesailkan meclahu ldarifilasi dengan volurne

rutput 36 (Hga pulub enam) lapdu pada masing-masing wilayoh 1 s.d

wilayah V, dan Laporan DPengaduan yang ditindaklanjuti den

disclesaikan melalui inspeksi kasus dengan volume vutpa, 12 {dua

belas) laxlu pada masing-masing wilayah 1 s.d wilayah V;

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aparafur  Kejaksaan oleh

Kejaksaan Tinggi dan jajaran penpawasan di daerah, yang melipud

kegiatan sebagai berikut:

—  Laperan Pengaduan yvang ditindakianjuit dan diselesaikan melului
klarifikasi sebunyak 1.158 (scribu seratis lima pulubh enam)
laporan untuk scluruh Kejaksean Tinggl dan Laporan Pengadusn
yvang ditindaklamjuri dan diselesaikan meialul inspekst’ kasus
scbanyak 292 (dua tatus sembilan puluh dus) laporan untuk
seluruh Kejaksaan Tinggl. ' |

—  Pelakwanaan Inspeksi Umum pado Kcjaksaan Tinggi dan
Kejaksaan Megeri serta Cabang Kejaksean Ngeerl sebanyak 335
[tiga ratus lima puluh lima) kegiatan.

Kepiatan Penilaian Jaksa dan Satuan Kerja Berprestast di Tahun

2018,

Kegiatan Hapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli] di Kejaksaan

Amumg Rl




4. Program Pondidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Alokasi Anpgaran untuk Program Pendidikan dan  Pelulihan
Aparacr Kejaksaan adalah sebesar Rp. 98.259.2G8.000,- (sembilan
puluh delupan miliar dua ratus lipa pulull scmbilen juta dua ratus
enara puluh delapan ribu ropiah). Kegiaten yang akan dilalsenakan
pade. program ini adalah ©
a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelalwurniann Tugas Teknis

Laitinya Badan Pendidiken dan Pelatihan Kejaksaan Ri, yang melipubl

kegiaten sebagai berikut ; '

—~ Penyusunan rencana program kerja, sarana dan prasarana,
anggaran, pengembangan dan kerjasama, serta pengzlolasm dals,
laporan, pelaksanaan hubungan masyarakal dan standarizas
pendidikan dan pelatihan, terselenggaranya pengelalaan urusan
umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharasn, pengelolaan
aluntsnsi dan verifikasi, serta perlenpkapan, perpustakaan dan
dokumentasi, dengan volume output 1 (sabu) layanan dimana pads
kegiatan ini tedapat belanja pegawsi pada Badan Pendidiken dan
Pelatihan Kejaksaan RI untuk Ta& 2018  yaitu  sebeosar
Rp. 34.369.900.000.- (tiga puluh cmpat tailier tipn ratus enam
puluh scmbilan juta ecmbilan ratus rbu rupiah] dan helanja
pperasional sebesar Rp, 23.766.146 000, - (ua pulah tiga miliar
tujuh ratus enam pulub enam juta seratus cmpat puluh enam ribu
rupieh) untuk memenuhi kebuhshan pemeliharaan pedung kantor,
pemeliharaan kendarsun dinas, pemeliharaan peralatan dan
mesin, Janpgaranan deya dan jasa, honorarium pramubhakt,
honorarium  pengelola keuangan den  kebutuhan  schan-hatl
perkantoram. _

b. Penyelenpggaraan Pendidikan dan Pelabiben yang mesitk kedalam

Program Priortas Wazional yaity -

_ Diklat penanganan ABH nerdasarkan UU SPPA sebanyak 3 (tiga)

angkalarc;
- Diklat Hlegal Fishing sebanyeak 3 (tiga] angkatan;




- hOiklat Mineral Balubara sebanyak 3 (tigs) engkalan;
- Dillat Kabakdran Hutan dan Lahan sebanyak 3 (tige) angkatan.

v. Penyelengoaraan Pendidiken dan Pelabhan Faﬁg tidalt termasuk
Prioritas Nasional antsra lain Diklat Reveolusi Mental, Pendidikan,
Pelatihan dan Pembentukan Jaksa, Diklal Basus Intclijen, Diklat
Audilor dan Bendahara, Diklet Kebumasan, Diklat TP4, Dildat Asset
Recovery, Diklat Humam Troffickng,  Diklat kManajemen da.u.
Kepemimpinan dan lain-lain;

d. Pengaduan savana dan prasarane pade Badan Pendidiken dan
Pelatihan Kejalesaan RI

%. Propram Penyelidikan/Pengamanan/Pengpalangan Permasalahan
Hulum di Bidang Ideologi, Politik, BEkonomi, Sosial dan Budaya,
Hukum dan Pertabanan dan Keamanan

Alokeasi Atgparan uniuk Program
Penyelidikan { Pengamanan/ Penggalangan  Permasgalahan  Hukum  di
Bidang [POLEKSOSBUD Hukumn dan  Hunkam adalah  sebesar
REp. 124,390.555.000,- (seratus dus pulubh empat miliar tiga ratus
sembilan puluh jute lima ratus Hma puluh lima rbu rupiab), dengan
perincian kegiatan sebagui beribut
B. Bclanje barang operasional sebesar Rp. 910.381.000,- [semnbilan
ratus sepuluh juta tipa ratus delapan pulub sam ribu rapiah] yang
dipergunakun  untuk  kebutuhan rutin operasional seharn-har
perkantoran, hn::nnumﬂum pramubhakti, dan honoramwm pengelola
keuangan satler Jaksa Apung _Mucla Bidang Tntelijen; _

b. Kegigtar Dukungen Manajemen dan Pelaksanasn  Tugas Teknis
Lainnya pada Jakss Agong Muds Bidang Intelijen dengan volume
adalah 1 (satd) layanan,

¢ Pelaksanasn Kegiatan = Penyelamatan Keuangan Negara dan
Penanggulungan Tindak Pidana yang meliputi kegiatan sebagai
berikut:
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- Kepiatan Intelijen Bidung Penyelamatan Keuangen Negara den
Penungpulangan Tindak Pidana sebetyak 30 (lima pulub) laporan;

- Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, Kevangan dan Fembangunan
sebanyal 80 (delapan puluh} laporan;

. Peloeakan Aset Tersangka Tindak Pidana sebanysak 83 (delapan
puluh Hga) kegiatan;

- Kegiatan Tim Pengawal dan VYengaman Pemerintahan dan
Pembangunan Tingkat Pusat (TP4P) sebunyak 20 [dua puluh]
kegtatan-

Polaksanaan Kegiatan Sandi dan Produloai Infelijen. vang meliputi

kegiatan sebagal berikut:

- Kepiatan 1lasil Produksi dan sarana terhadap pelaksanaan Intelijen
schanyak BS (delapan puluh Jima) laporan;

- Operasional Monitoring Center wnluk 12 (dua  belag] bulan
layranan.

Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial Budaya den Sumber Daya

(Urganisasi, yang meliput kegiatan sebapai berikut:

- Kegiatan Bidang Ideologl, Sosial, Folitik, Pertahanan Keamanan
dan Ketertiban Umum, dengan sasaran sebanyak 50 (lima puluhl]
laporan;

- Pengawasan Aliran  Kepercayaan Muasyaraket dengan  volume
putput 8 {delapan) laporan kegiatan.

Kegiatan Penerangan dan Penyaluhan  Hukwn, yang melipuli

kegiatan sebagal beriloat :

- Kepiatan Penyuluhan dan Pemerengan Hukum  dalam rengks

. mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam  upava
pencegahan scocara preventf Tindak Pidana dengan rincian
kepiatan;

a. Lembewa yang diberi Penerangan Hukom olell Kejaksaan
Amung sebanyak 16 (cnam belas) kegatan,

b. Lembaga vang diberi Pemeraagan Hukum oleh Kejalesaan
Tinggi seboanyak 255 (dua ratus  delapan pulub  limeal
kegiatan;
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¢. Lembega yang diberi Penerangan Hukum olch Kejaksaan
MegerifCabang Kejaksezan Negerl sebanyak 759 (bujuh ratas
lima puluh sembilan] kegiatan;

d. Kegiatan Tim Pengawal Pemerintal dan Pembanpunan Pusat
[TP4P) di Kejalksgan Agunp sebanyal 20 jdua  puaduhb)
keglatan,

e. Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamsn Pemerintab dan
Pembangunan Daergh (TP4D) di Kejaksaan Tinggi, Keiaksaan
Megeri dan Cabang Heojakzaan Kejalsaan Negeri ssbanyak
2,954 (dusa ribu sembilan ratus lima puluh empat) kegiatan
vang merupakan kegiatan Program Prioritas Nasional;

[. Kegiatan Jaksa Masul Sekolah [JME) di Kejoksaan Tingg,
Kejaksaan MNegeri dan Cabanyg Xejalksaan MNegeri sebanyak
2054 (dua ribu lima pulub empat) kegiatan yang merapakan
kegiatan Program Prioritas Naslonal.

4. Kepiatan Prcnanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan  di
Kejaksasn Tmggl, Kejoksaan Negeri dan Cabang Kejoksoan Negeri,
vang meliputl kegiatan =ebagai berkut;

"= Jumlah Laparen Hasit Kewiatan Penanganan
Penyelidikan/Pengamenan/ Penggalangan  di  Kejati, Hejari dan
Calyari sebaryale 585 (lima ratus delapan puluh lima) laporan;

- Kegiatan Pelacakan Aset terkait Tindak Fidana di Kejakssan Tinggi,
Kejaksaan Negerl dan Cabung Kejaksaan Negerl sebanvelk 476
fempat ratuz tujuh puluh ¢nam) kegiatan.

h. Kegistan penguatan Jaringan Masyaraket Anti KKN di Kejaksaar
Tinggl, Kejaksazn Negeri dan Cabang Kejalesaan Negeri sebanyak 791
{tujuh ratis sembilan puluh sata) kegiatan;

i  HKepiatan Penguwasan Aliran Keperceyaan Masyaraket di Hejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Keja<sean Negeri sebanyal
1.4#0 (seribu empat ratus delapan puluh) megiatan,
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6. Program Penanganan dan Penyelesainn Perkara Tindak Pidana Umum

Alokasi Anggaran untuk Program Penanganan dan Penyelesaian

Perkara Tindalk Pidata LUlmum aﬂalah schesar Kp. 042395 8049 00H, -

fenam raius empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan pulub lima juta

delapan ratus sembilan ribu rugiab), dengsn perincian kegintan sebapgal

bericat :

&,

Belanja Barane Operasiopal scbesar Rp. 910.381.000,- |sembilan
ratus sepuluh juta Hga ratus delapan pulub sam riba rupiah) yang
dipergunakan untuk  kebutuhan rulic  operasional  sehar-han
perkantoran, honorarium pramubhaktt dan hooorariam pengelala
keuvasigat satker Jakss Avung Mnda Tindak Pidana Umum;
Kegintam Dukungan Manﬂjemﬂn dan Pelalezanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Jaksa Agung Muoda Tindak Pidana Umum dengan
volume adalah 1 (saty] layanan;
Kegiatan Ekselcusi Terpidana Mati sebanyale 12 [dua belas) orang
terpidana,
Kegiotan Penengansn Peckara Tindak Pidana Umum 1 Eejaksaan
Agung yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dengan
indikatior kinetja. yeang akan dicapai adalab jumlah perkara yvang
dizelesaikan sebanyak 667 (enzm ratus enam puluh tunuh) perkara;
Kepiatan Denanpganan Perkara Tindak Pidana Umum di HKejaksasn
Agung yang diselesaikan dalam tahap penuntutan dengan mdikater
kinerfa yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan
sebanyak 450 [cmpat ratus lima puloh) perkara;
Kegiatan Menanganan Perkara Tindak Pidana Urpum <1 satker casrah
yang merupakan Progeam Prioritas Nosional yang dapat dibiayai di
Eejak=aan 'inggi, Kejuksuan Nepern dan Cabang Kejaksaen Negeri
waitly .
- RB7.53R [delapan puluh tujuh fbu lima mius liga puluh delapan)
petkara tingkat Pra Penuntutan, Penuntutan dan Eksekusi;
- Untuk Tahun 28 terdapat kenaikan biaya penanganan perkara
untuk satker yang memiliki jarak vapg dekat dengan Pengadilan '
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dan  Lembapga  Pemasyarakatan  vang  semula sebesar
Rp. 3.500.000,- [tige la lma ratus ribu rupiah) menjadi
Rip. 5.000.000,- (ma juta rupiah} per perlara, Sedangkan untuk
gatier vang memiliki jarok yung jouh dengan Pengadilan dan
Lembapa Pemasyarakatan yang scmula aebesar Rp, §.350.000,-
femam juta tiga ratus lima puluh dbu  rupiah) menjadi
Rp. 8.000.000,- {dclapan juta rupish) per perkara.

g. Keptalan Penanganan Perkara Tindak Pidans Umum Terrentu yang
diperuntuldian untuk penanganan perliara Tindak Pidana Perikanan
[ilegal fishing)f perkara Kehutanen yang memerlukan biaya tingg,
vang merapakan Program Prioritas NWasionael, yang dpat dibinyasi di
Kolaksaan Tinggl dan Kejaksaon Neger adalab :

- 539 {lima ratas lima puluh sembilun) perkara di itngkat Pra
Penuntutan, Penunfutan dan Eksckusi dengan satian biaya
vehewar Rp. 286.000.000,- [dua ratus delapan puluh cnam juta
rupiah) per perkata.

h.. Kegiatan Penangenan Perkara Tinduak Pidana Tererisme di Kejaksaan
Agung denpan indikator kinerja sebanyak 72 (tujuh puluh dus)
perkara; _ _

i. Pelaksanaan eletradisi warga tegara asing yvang tersanghut masalah
hukum di Indonesia,

7. Program Penanganan dan Penyelesaian Petkara Tindak Pidana
Khugus, Pelanggasran HAM Yang Berat dan Perkara Tindak Pidana
Korpsi i

Alokasi Anggeran unbik Program Penanganan dan Penyelesaian
Pererra ‘TMindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Yunp Berat dan
Patkara Tindalk Pldana Korupsi adalah sebesar Rp. 300.288,029 000, -
fripe. ratus miliar tigs ratus delapan puluh delapan juta dus puluh
sembilan ribu rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanalan pada ﬁmgram

itti adalah :




a. Delanja harang operasional =ebesar Hp. 1.497.416.000,- [sa’.cu rmliar
ermpat ratus sembilen puluh tajub juta empat rﬂfus enam belas ribu
rupiah| yang diperpunskan untuk - kebutuban  mudn operasional
wehari-har perkantoran, honorarium pramubhakti dan honoradum
pengelola  keuanpsn  satker Jaksa Apung Mude Tindak Pidana
Khnsus: .

k. Kegiatan layonan perlantoran dengan satusn kerja Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Khusus dengan volume 1 (zatu) layanan;

c. Kegiatan FPenanganan Penyelidikan dan Penyidiken Tindak Fidana
Korpsi di Kejaksaan Aping, dengan kepiatan schagsi beriloat:

— Jumlah Eegiatan Penvelidikan Perkara Tindak Pidana Horupsi yang

dizelesatkan sebanyak 50 (lima puluh) perkars;

- Jumlah Kegidtan Penyidikan Perkara Tindak Pidsna Kocops: yang

diselesaikan sebanyak 75 {tujuh pubuh lima) perkara;

— Jumlah  Kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidane Khuaus

Lainnya di sclesaikan sebanyal 40 [empat puluh) perkara;

- Jumlah Kegiatan Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat yang

diselesaikan sebanyek 2 [dua) perkars;

— Jumlal Penangansn Pra Peradilan Perkara Tindak Pidana Korups:

di Kejalesnan Agung sebanyak 25 [dua puluh lims} perkara.

d. Kegiatan Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan
Apung, dengan voluume yang akan dicapeal adalah :

- Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesalkan dolam
iahap Pra Penunfutan dan Penuntutan sebanyak 140 {scratus
empat pulih| perkara;

- Jumlah Perkara Pelanggaran HAM Yanp Berat yang diselesaikan
dalam tahup Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 1 (sahs)
perkara;

- Jumlah Perlzara Tindak Pidana Khusus lainnya yang diselesaikan
dalam tehap Pra Penuntuten dan Penuntutan sebanyak 30 (tiga
pulaly perkara.
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c. Kcgiatan P-cningkﬁtan Upaya Hukum, Eksckusi dan Eksaminasi

dengan indikator di Kelaksaan Agung, dengan volume vang akan
dicapal adalah:
- Pelaksanaan Eksaminasi Umum Perkara sebanyak 12 jdua belas]
kepiatar;
- Pelakeanaan Cksaminasi Khusus Perkara sebanyak 10 [sepuluh)’
perkari.

f. Kegiaftan Penanpgansn Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan

Tindak Pidana Korupsi di Kejakssen Tinggi, HKejahksaan Negeri dan
Cabang Kejaksaan Neperi, dengan volume yang akan dicapal scbagal
berikat : '

- Jumlah Penyelidikan Perkara Tindak Pidanae Komupsi sebanyak 771
(ujuh rafus tujuh puluh satu) perkara;

- Jumlah Penyidikan Ferkera Tindak Pidana FKorupsi sebanyak 876
idelapan ratus tujuh puluh enam) perkarsy

— Jumlah Fra Penuntutan den Pemuntutan Perkara Tindak Pidana
Korupsi sebanyal 1.498 [seribu empat ratus sembilan puluh
delapan) perkars; '

— Jumlah Pra Penuntutan dan Pﬁnuntﬁtan Perkara Tindak Pidana
Khusus Lainoya scbavak 248 {dua ratus empat puluh delapan)
perkara; '

- Jumlah Eksaminasi dun Ekselusi Perkara Tindak Pidana
KorupsifTindek Pidana Khusus Lainnya asbanyak 894 [(delapan
ratus sembilan puluh empatl] perkara.

Program Penanganan dan Penyelesalan Perlara Perdata Jan Tata
Usaha Negara

Alokazi Anggaran untuk Program Penanganan dan Penyelesaian
Parkara Perdatn dan  Tata Usaha l Negara adalah  sebesar
Rp. 22467 731.000,- (dus puluh dva miliar cmpat ratus epam puloh
tujubs juta tujub ratus tiga puluh satu ribu rapiah). Kegiaran yang akan
dilak=ansalkan pade propram ini adalah
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. Hegiatan Dubungan Manaemen dan Pelaksanaan Tugas Telnis
Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Useha
Negara dengan indikator kinerja vang akan dicapai sebanvak 1 (satu)
layanan;

Ir. Hepiatan Penanganan Peorkara DPemulihan dan Perlindungen 1lak
dengan indikator perkara Femulihan dan Perlindungan Hsk yang
digelesailcan rmelalui Lidgasi dan Non litigasi di Kejaksaan Apung
sehanyal 95 [sembilan puluh enam) perkars;

¢, Kegiatan Penangansan dar Penyclesaian Perkara Perdata dengan
indikator perwara perdata vang dizelesailan di Kejaksaan Agung
gebranyalk 75 (tujuh puloh lima) perkara, _

d. Keginlan Penanpgonan Perliars Tata Usaha Negara dengan indikatior
pcrkara Tata Usaba Nepara vang dizelesaikan di Kejaksaan agung
sebanyalk &0 (enam puhahk) perkara,

&, Kepialan Penanganan dan Penyelesaian Ferkara Percdata dan Tata
Usaha Negera di Kejaksaan Tinggl, Kejaksaan Negerl dan Cabeng
Kejakisann Neper denpan incdilacor terselesailannya Penanganan
prrkara Perdlaty dan Taty Usaha Negara Jdi daerah, bak di Kejaksaan
Tinppl, Kejabagan Negert can Cabang Kejaksaan Negen yailu;

- Penanganygan Perzara Perdaty dan Tale Useha Negars Liligasm
sebanyak 250 [dua ratus [ima puluh) perkara;

- Penanganan Periara Perdata dan Tata Usaha Megara WNon Litigasu
sebanyak 2,457 [duw ribu empat matus lima pulah tgjuh) perkary,

— Layanan Informasi don Pelayanan Hukum Gratis d1 Kejatll dan
Kejari dengan volume cutput 5210 [lima ribu dua ratus sepuluh)
kegiaran.

[. Dukungan penmmeganan guzatan perkara pepdata delam rangka

mewakili Pemerintah BRI di luar negen.
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Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejuksasn Tahun 20185 inl, maka,
diharapkan para pejubal Eselon T dan Eselon H di Kejaksaan Agung, Eepala
Kejaksaan Tinggl, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Bidang Kejaksaan Rl pada
KJRI ¢l luar negeri, dan Kepala Cabrng Kojakssaan Neperi, dapat menyusun
Rencana Kerja Tahun 2018 untuk masing-masing Bidang/Unil Kerjanya serta
menjadi pedoman dalam melaksanakan lugas dan fungsi selama satu tehun,

dan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tupas dan fungsi, masing-masing Bidang/Umi
Kofja haruslah sefalan denpan Rencana Eerju yung dibuat setiap tabmn,
sehingga penyusunan Laporen Keuangan dan Laporan Kinetjanya dapat
sejalan dengan Rencana Kerja Tabunan ini.

Rencana Kerja vang telab disusun olehl maszing-masing pejabat yang
rempunyal kewajiban menyusun Rencana Kerja ini harus dikirimkan kepada
Juksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-
masing pejabat telah menyusun Rencane Kerja Tahunan yang metjadi
kEewajibannya. |

Dalam rangka optimalisasl penverapan anggaran, agar sclalu
dipedomani peraturan-perattran terkait, untuk mempertabankan  penilaiun
apini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap japoran keuangan
Kejukswan RI. Di samping ftu pelu ditingkatkan pengisian capaian kincrja
pada aplikasi e-money Kementerian Keuangan dan Bapocnas, agar penilaian
kinerja Kejalisaan Rl semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapar
memhberkan kontribusi untulk perolehon Retrard dar Eemcterian ]{eumgaﬁ
berura penambahon angparan. Hal ini diperlukun adanya komitmen bersama’
antara Pimpinan Satuan Kerja baile di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.




Untuk melaksanalean tugas dan fungs Kejaksaan selana tebun 2018
inl, maka diharspksn sslurubh jujaran Kejaksaan baik di Pusat maupun i
daerah atuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabiliasnya, schingga
kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan dapat semakin meninglkeat,
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